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ABSTRAK 

 

STATUS HAK KEPEMILIKAN PERMUKIMAN MASYARAKAT YANG 

TINGGAL DIATAS AIR (STUDI KASUS DIBAGAN BELAWAN) 

ADELLIA DEVITA 

 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Rumah sebagai penunjang mata 

pencaharian masyarakat di wilayah perairan dan tempat untuk pengembangan 

kehidupan sehingga masyarakat bermukim didaerah wilayah perairan dengan 

membangun tempat tinggal diatas air, permukiman diatas air ini juga memiliki nilai 

dan hak kebendaan sebagai benda tidak bergerak sendiri yang cukup berharga. 

Sehingga pembahasan mengenai ketentuan permukiman diatas air sangat 

diperlukan sebagai bentuk kepastian hukum yang jelas bagi masyarakat 

permukiman di atas air. 

Jenis Penelitian pada skripsi ini menggunakan penelitian hukum empiris 

dengan pendekatan penelitian yuridis empiris menggunakan bahan hukum 

primer,sekunder,tersier dengan teknik pengumpulan data melalui Penelitian 

kepustakaan dan Penelitian Lapangan. Teknik analisis dalam penelitian ini 

menggunakan analisis kualitatif menggunakan data yang diperoleh dari proses 

pengumpulan data, seperti kajian Pustaka, partisipasi dan wawancara. 

Hasil Penelitian ini bahwa ketentuan yang mengatur terkait permukiman di 

atas air di Indonesia terdapat pada Peraturan Menteri Agraria Dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 

2016) walaupun tidak secara spesifik mengatur terkait permukiman di atas air. 

Namun, peraturan itu bertentangan ataupun tidak sesuai dengan Undang-Undang 

Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 karena mengenai hak kepemilikan hanya ada 

di atas tanah tidak untuk rumah yang didirkan di atas air. Maka dari itu status hukum 

penguasaan hak kepemilikan permukiman yang tinggal diatas air memiliki 

Ketidakjelasan status hukum hal ini disebabkan oleh kurangnya regulasi spesifik 

yang mengatur mengenai permukiman di atas air, yang mengakibatkan konflik 

antara hak individu juga kepentingan negara.dan yang menjadi faktor 

penghambatnya penguasaan oleh Negara, Birokrasi yang rumit. Adanya 

ketidakjelasaan dalam pengaturan terkait status hak kepemilikan permukiman 

diatas air maka diperlukan adanya peranan hukum dalam sebuah pengaturan dari 

pemerintah yang lebih jelas dan spesifik. Dengan harapan agar masyarakat kawasan 

permukiman di atas air terutama wilayah bagan dapat memperoleh bukti hak 

kepemilikan yang jelas agar para pemilik rumah tersebut mendapatkan kepastian 

dan perlindungan hukum dengan memberikan kewenangan untuk masyarakat pada 

wilayah tersebut untuk mendaftarkan rumahnya yang mungkin dapat dikonversi 

dalam bentuk sertifikat. 

 
Kata Kunci:  Hak Kepemilikan, Permukiman, Air 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Indonesia terdiri dari 17.840 pulau dengan garis pantai sepanjang 95.181 

km2 selain itu memiliki luas laut sebesar 5,8 Juta km2 yang terbagi atas laut 

territorial seluas 0,8 juta km2, laut nusantara 2,3 juta km2 dan ZEE 2,7juta km2 

menjadikan Indonesia sebagai salah satu Negara kepulauan terbesar1. Atas fakta 

tersebut dapat diketahui bahwa Negara Indonesia tidak hanya terdiri dari tanah 

daratan saja melainkan dengan adanya laut serta ruang angkasa yang menjadi fokus 

dalam aspek hukum agraria. 

Sumber kekayaan di laut sangat berlimpah sehingga dapat dimanfaatkan 

untuk mensejahterakan bangsa indonesia dengan kelebihan dalam bidang wilayah 

perairan tersebut menjadikan masyarakat melakukan pemanfaatan atas perairan 

seperti industri perikanan, budidaya laut maupun wisata alam. Pemanfaatan 

terhadap wilayah perairan tersebut menjadikan kebutuhan terhadap akses yang 

mudah untuk menunjang pekerjaan di wilayah perairan, sehingga masyarakat di 

wilayah perairan tersebut membutuhkan rumah sebagai tempat tinggal. 

 Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak hidup 

sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang 

baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dengan kata lain 

bahwa setiap orang memerlukan sebuah rumah agar memperoleh hidup yang 

 
1 Rany Kartika Sari, et.al. (2021). "Analisis Yuridis Terhadap status Hak Kepemilikan 

Permukiman Penduduk Di Atas Air," Jurnal Hukum & Pembangunan, No. 2, hal. 400 
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sejahtera pada umumnya rumah didirikan di atas tanah, lalu yang dimaksud dengan 

tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 4 adalah 

Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 

ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, 

yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun 

bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum”.  

 Dengan demikian, yang dimaksud istilah tanah dalam Pasal 4 UUPA yaitu 

mengenai permukaan bumi. Makna permukaan bumi sebagai bagian dari tanah 

yang dapat dihaki oleh setiap orang atau badan hukum. Oleh karena itu, hak yang 

timbul di atas hak atas permukaan bumi (hak atas tanah) termasuk di dalamnya 

bangunan atau benda-benda yang terdapat di atasnya merupakan suatu persoalan 

hukum. Persoalan hukum yang dimaksud adalah persoalan yang berkaitan dengan 

dianutnya asas-asas yang berkaitan dengan hubungan antara tanah dengan tanaman 

dan bangunan yang terdapat di atasnya.2 Tanah ditempatkan sebagai suatu bagian 

penting bagi kehidupan manusia, seiiring dengan berkembangnya jumlah 

penduduk, kebutuhan akan tanah yang terus meningkat kebutuhan-kebutuhan 

tersebut kadang-kadang menimbulkan perselisihan kepentingan sehingga masalah 

pertanahan menjadi hal yang sering dihadapin oleh masyarakat. Salah satu 

kebutuhan primer dari manusia adalah memiliki rumah yang tentunya didirikan di 

atas tanah, dalam pandangan masyarakat dengan memiliki rumah seseorang 

 
2 Anggreni A. Lubis. Isnaini, 2022, Hukum Agraria: Kajian Komprehensif, Medan: Pustaka 

Prima, hal. 21 
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dianggap telah mapan secara finansial sehingga tidak heran jika setiap orang akan 

berupaya semaksimal mungkin memperoleh rumah dan tanah3 

UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. 

Negara mempunyai hak menguasai atas tanah, hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (2) 

UUPA. Salah satu hak menguasai negara adalah menentukan dan mengatur 

hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang 

angkasa, dengan kata lain bahwa negara mempunyai hak untuk memberikan Hak 

Atas Tanah bagi setiap bangunan yang didirikan oleh perorangan maupun badan 

hukum publik atau privat. Hak Atas Tanah yang dapat diberikan oleh negara yaitu 

Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan. Tujuan dalam pemberian Hak Atas Tanah ini 

yaitu pada dasarnya membantu setiap orang maupun badan hukum bisa menempati 

bangunan yang ada di wilayah Indonesia, khusunya bagi masyarakat ekonomi 

lemah yang belum bisa menempati rumah dengan status Hak Milik.4  

Setiap manusia membutuhkan sebuah rumah yang baik dan nyaman untuk 

tempat tinggalnya, rumah merupakan kebutuhan dasar manusia yang sangat penting 

disamping kebutuhan pangan, kesehatan dan pendidikan. Sebagai salah satu 

kebutuhan dasar manusia idealnya rumah harus dimiliki oleh setiap keluarga, 

terutama bagi masyarakat yang berpengasilan rendah dan bagi masyarakat yang 

tinggal di daerah padat penduduk di perkotaan. Negara juga bertanggung jawab 

dalam menyediakan dan memberikan kemudahan perolehan rumah bagi 

masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman serta 

 
 3 Jimmy Josees Sembiring, (2010), Panduan Mengurus Sertifikat Tanah, Jakarta: 

Visimedia, Hal 1. 
4 Fila Delfia, (2017), “Pelaksanaan Kepemilikan Rumah Panggung Sebagai Rumah Tinggal 

Di Pulau Sedanau, Kabupaten Natuna”, hal 3 
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keswadayaan masyarakat.5 Rumah berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian 

untuk berlindung dari gangguan cuaca ataupun iklim. Namun, rumah tidak hanya 

didirikan di atas tanah saja tetapi bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perairan 

mereka juga akan berusaha mendirikan permukiman di atas air tersebut ataupun 

membangun rumah terapung sebagai tempat tinggal. Salah satu faktor adanya 

permukiman atau rumah di atas air di sebabkan karena para masyarakat bekerja 

sebagai nelayan salah satu faktor tersebut yang mendorong para masyarakat untuk 

membangun rumah di atas air agar lebih gampang saat berkerja ataupun lebih murah 

biaya untuk membangun rumah tersebut. Rumah di atas air makin berkembang 

seiring berjalannya waktu sehingga menjadi sebuah permukiman yang dibangun 

diatas air baik di sungai, danau, maupun pesisir laut. 

Pengaturan mengenai perumahan dan permukiman telah diakomodir dengan 

adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan 

Permukiman (selanjutnya disebut UU Perumahan Permukiman), namun pada 

faktanya Undang-Undang tersebut hanya mengatur mengenai bangunan yang 

didirikan diatas tanah (daratan) dan tidak secara spesifik mengatur mengenai 

bangunan diatas air seperti rumah terapung atau permukiman di atas air. Pada 

faktanya permukiman rumah di atas air banyak sekali di temui di wilayah perairan 

pesisir di Indonesia, diantaranya yakni permukiman rumah di atas air yang berada 

di Desa Torosiaje Gorontalo, Desa Ayapo Jayapura, Desa Terapung Bajo Sulawesi, 

Desa Salotengnga Sulawesi Selatan, Desa Tablasupa Papua, dan banyak wilayah 

 
5 Sri Hajati, et al, (2017), Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan, Surabaya: Airlangga 

University Press, Hal 260 
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perairan lain di Indonesia. Letak rumah terapung sendiri biasanya didirikan oleh 

masyarakat di daerah wilayah perairan pesisir, karena kebanyakan komunitas 

masyarakat ini bekerja pada wilayah perairan.6 

Kawasan permukiman adalah area tempat tinggal yang dapat mencakup 

berbagai jenis hunian, termasuk rumah panggung dan rumah di atas air. 

Permukiman tepian sungai, kampung nelayan, dan kampung atas air merupakan 

contoh-contoh kawasan permukiman yang berhubungan dengan air. Masing-

masing kawasan permukiman ini memiliki karakteristik, permasalahan, dan 

dinamika sosial-ekonomi yang berbeda, tergantung pada lokasi geografis dan 

konteks budaya setempat.7 

Rumah panggung di atas air adalah rumah yang dibangun di atas permukaan 

air, seperti sungai, danau, atau laut. Rumah panggung juga memiliki fungsi yang 

sama seperti rumah-rumah pada umumnya yang berdiri di atas tanah hanya saja 

rumah panggung ini didirikan di atas air. Salah satu kota yang memiliki cukup 

banyak kawasan permukiman rumah di atas air ialah Sumatera Utara yang terletak 

di bagian Medan Belawan. Medan belawan merupakan kawasan tepi pantai dengan 

jalur air yang mengalir ke lautan, Apabila dilihat dari segi kependudukan pada 

sebagian wilayah Medan belawan terutama di wilayah Bagan Deli masih terdapat 

penduduk yang permukiman berada di atas air, hal ini dikarenakan salah satu faktor 

mata pencaharian penduduknya sebagai nelayan dan kebanyakan para 

 
6 Nurani, B., Susilowati, I. F., & SH, M. (2020). ”Kajian Yuridis Terhadap Permukiman 

Rumah Terapung Diatas Air Pada Wilayah Perairan Pesisir Di Indonesia”. Novum: Jurnal 

Hukum, 7(3). hal 2. 
7 Ayudya, D., et.al(2019). Pemanfaatan Ruang Di Bawah Rumah Panggung Permukiman 

Nelayan Perkotaan (Studi Kasus: Kampung Nelayan Kamal Muara). Vitruvian Jurnal Arsitektur, 

Bangunan, & Lingkungan, 9(1),hal 27-46. 
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penduduknya beraktivitas diatas air (laut). Keberadaan permukiman di atas air 

sudah ada sejak lama secara turun temurun dan sudah ada sejak masa Kerajaan Deli 

tetap eksis keberadaanya hingga saat ini oleh karena itu negara turut berperan 

penting untuk memelihara, melindungi, serta memberikan jaminan kepastian 

hukum terhadap masyarakat yang tinggal di permukiman di atas air. 

Agraria yang merupakan cabang ilmu hukum dimana ruang lingkup tidak 

hanya mengatur tanah sebagai daratan namun juga air dan ruang angkasa 

sebagaimana yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang 

dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pada Pasal 1 ayat 

(4), ayat (5) dan ayat (6). Inti dari ayat tersebut menyebutkan bahwa Bumi sebagai 

bagian dari agraria selain memiliki permukaan yang disebut tanah juga memiliki 

alas bawah yakni perairan dan alas atas yakni ruang angkasa. 

Sampai saat ini isu di bidang agraria masih banyak terjadi bahkan menjadi 

perhatian publik dan masyarakat, sebagai contoh masalah pembagian sertifikat, 

konflik bidang pertanahan, sengketa lahan, dan masalah hukum mengenai masalah 

status kepemilikan hak bagi masyarakat yang permukimannya di atas air pada 

wilayah atau daerah terutama yang berbasis perairan kelautan.8 Kenyataan banyak 

terdapat permukiman di atas air pada sebagian wilayah Bagan juga tidak terlepas 

dari konsep hukum yang menghargai dan menjunjung tinggi apa yang disebut 

dengan konsep masyarakat hukum adat sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (33) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

 
8 Emmy Solina. et. al. (2019).” Kebijakan Badan Pertanahan Nasional Kota Tanjungpinang 

Dalam Mengeluarkan Sertifikat Hak Kepemilikan Terhadap Permukiman Di Atas Air.” hal 20-21 
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Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 

menyebutkan yang intinya adalah “terhadap permukiman di atas air bagi 

masyarakat hukum adat dapat diberikan hak atas tanah” Karena sebagian dari 

masyarakat di Bagan deli khususnya di Lingkungan Lorong sekolah bahwa 

masyarat yang tinggal disitu sudah turun temurun dan sudah menjadi masyarakat 

adat dari dulu pada zaman Kerajaan Deli. 

Upaya Pemerintah dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi warga 

negaranya dalam konteks ini lebih ditujukan pada masyarakat perairan wilayah 

pantai, pesisir dan pulau-pulau terimplementasi melalui berbagai produk peraturan 

perundang-undangan yang dikeluarkan. Esensi dari keberadaan peraturan yang 

dibuat tersebut lebih berorientasi pada bagaimana pengelolaan wilayah pesisir dan 

pulau-pulau kecil dilakukan agar dapat dimanfaatkan secara optimal sumber daya 

alam dan keanekaragaman hayati laut. Sedangkan apabila dilihat dari aspek hukum 

pertanahan agraria dapat dikatakan Undang-Undang tersebut belum memberikan 

pengaturan yang secara speifik dan lebih jelas terutama menyangkut pemberian 

jenis alas hak untuk permukiman di atas air bagi wilayah yang berbasis perairan-

kelautan.9 

Permasalahan dari aspek hukum berkaitan dengan isu bidang agraria 

mengenai pertanahan yang terjadi pada daerah perairan mengenai pemberian status 

hak atas permukiman masyarakat yang berada di atas air karena faktanya memang 

di daerah wilayah Bagan mengenai legalitas dan status lahan ada beberapa rumah 

yang sudah memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) yang di dapatkan dari 

 
9 Rany Kartika Sari, op.cit. hal 401 
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pemerintah atau surat izin dari kelurahan Bagan Deli dan ada sebagian bangunan 

yang tidak memiliki HM/HGB/Surat kepemilikan yang diakui oleh pemerintah. 

Masyarakat hanya membangun rumah saja tanpa ada surat yang bisa menjadi 

pegangan mereka untuk mempertahankan rumah tersebut jika suatu waktu adanya 

penggusuran maka masyarakat harus menyerahkan rumah mereka. 

Kebijakan yang demikian berbeda penerapannya jika dibandingkan dengan 

beberapa daerah lain yang memiliki penduduk bermukim di atas air. Dapat 

diberikan contoh dari kota lainnya seperti BPN Kota Makassar yang tidak dapat 

memberikan hak kepemilikan terhadap permukiman penduduk yang berada di atas 

air dengan dasar merupakan tanah negara dan penduduk yang permukimannya 

berada di atas air hanya bisa memanfaatkan namun tidak mendapatkan alas hak 

selama masih ada air dibawah permukiman tersebut, namun demikian terhadap 

bangunan di atas air tetap diakui. Selain itu juga dapat dicontohkan pada BPN Kota 

dan kelurahan/kecamatan mengenai status tanah yang ada disepanjang bantaran 

Sungai Siak, didapat gambaran bahwa sebagian besar status kepemilikan lahan 

yang dimiliki oleh penduduk disekitar bantaran sungai belum sampai pada tahap 

sertifikasi yang tercatat di BPN Kota (baik itu berbentuk HM, HBG, HGL, dan lain-

lain)10 

Pada dasarnya, konsep permukiman diatas air ini juga memiliki nilai dan 

hak kebendaan sebagai benda tidak bergerak sendiri yang cukup berharga. Sehingga 

pembahasan mengenai ketentuan hukum rumah diatas air sangat diperlukan sebagai 

bentuk kepastian hukum karena Negara dalam UUD NRI 1945 menjamin bahwa 

 
10 Emmy Solina, Op.cit., hal 22 
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setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan 

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dengan hak tersebut maka 

permukiman rumah diatas air harus mendapatkan regulasi yang jelas guna 

memberikan sarana pengembangan kebutuhan dasar untuk tempat tinggal yang 

layak dan nyaman serta mendapatkan akses dan infrastruktur yang memadai seperti 

jalan, air bersih. Seharusnya pengaturan mengenai keberadaan permukiman rumah 

diatas air pada wilayah-wilayah perairan salah satunya di perairan pesisir dapat 

diakomodir dengan adanya UU Perumahan Permukiman, karena keberadaan 

komunitas masyarakat yang bertempat tinggal di permukiman rumah terapung ini 

sudah ada jauh sebelum dibuatnya UU Perumahan Permukiman.11 

Permasalahan-permasalahan diatas menunjukan hingga sekarang masalah 

mengenai status hak kepemilikan permukiman di atas air pada masing-masing 

daerah terutama pada wilayah bagan belum mendapat pengaturan yang pasti dan 

seragam baik dari segi kebijakan instansi berwenang yakni BPN (Badan Pertanahan 

Nasional) dimana dalam hal ini kewenangan instansi pertanahan masing-masing 

daerah ada yang mengeluarkan atau bahkan ada pula tidak mengeluarkan bukti hak 

kepemilikan berupa sertifikat hak atas tanah terhadap permukiman penduduknya 

yang berada di atas air. 

Sertifikalt merupalkaln suralt talndal bukti halk yalng berlalku sebalgali allalt bukti 

kepemilikaln yalng kualt mengenali daltal fisik daln daltal yuridis yalng termualt dallalm 

suralt ukur daln buku talnalh halk yalng bersalngkutaln sesuali dengaln Palsall 19 alyalt (2) 

 
11 Nurani, B., Susilowati, I. F., & SH, M, Op. Cit., hal 3 
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Undalng-Undalng Nomor 5 Talhun 1960 tentalng Pokok-Pokok A Lgralrial.12 Perolehaln 

sertifikalt halk milik terhaldalp balngunaln/rumalh/permukimaln di altals alir sebalgalimalnal 

daltal di altals paldal saltu sisi aldallalh hall yalng waljalr sebalb dalri segi peralturaln sendiri 

memalng Peralturaln Menteri A Lgralrial Daln Taltal Rualng/Kepallal Baldaln Pertalnalhaln 

Nalsionall Republik Indonesial Nomor 17 Talhun 2016 tentalng Penaltalaln Pertalnalhaln 

di Wilalyalh Pesisir daln Pulalu-Pulalu Kecil memberikaln pengalturaln balhwal : 

“permukimaln di altals alir balgi malsyalralkalt hukum aldalt paldal peraliraln pesisir dalpalt 

dilalkukaln pemberialn Halk A Ltals Talnalh sesuali dengaln ketentualn peralturaln 

perundalng-undalngaln”.13 

ALkaln tetalpi problemaltik yalng muncul alpalbilal dipalndalng dalri segi hukum 

keberaldalaln Palsall yalng demikialn dalpalt didugal menyallalhi ketentualn dalri Undalng-

Undalng Nomor 5 Talhun 1960 tentalng Pokok-Pokok Dalsalr ALgralrial yalng 

selalnjutnyal disingkalt dengaln UUPA L balhwal berdalsalrkaln UUPA L halk milik halnyal di 

peroleh di altals talnalh saljal tidalk di altals alir. Berdalsalrkaln alpal yalng sudalh disalmpalikaln 

di altals malkal yalng menjaldi permalsallalhaln dallalm penelitialn ini alpalkalh terhaldalp 

permukimaln di altals alir dalpalt diberikaln staltus halk altals talnalh sebalgalimalnal yalng 

dialmalnaltkaln oleh Undalng-Undalng Pokok A Lgralrial Nomor 5 Talhun 1960 daln 

Peralturaln Menteri A Lgralrial Daln Taltal Rualng/Kepallal Baldaln Pertalnalhaln Nalsionall 

Republik Indonesial Nomor 17 Talhun 2016 tentalng Penaltalaln Pertalnalhaln di Wilalyalh 

Pesisir daln Pulalu-Pulalu Kecil. A Ldalnyal ketidalkjelalsalaln dallalm pengalturaln terkalit 

staltus halk kepemilikaln permukimaln dialtals alir malkal perlu aldalnyal peralnaln hukum 

 
12 Muhalmmald Rizki Syalfalalt, (2022), Sertifikalt Talnalh ALdallalh Bukti Kepemilikaln Halk 

Terkualt Daln Terpenuhi, Purballinggal: Eurekal Medial ALksalral. Hlm 121 
13 Ralny Kalrtikal Salri, Op.cit., hall 402 
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dallalm sebualh pengalturaln dalri pemerintalh yalng lebih jelals daln spesifik. Dengaln 

halralpaln algalr malsyalralkalt kalwalsaln permukimaln di altals alir terutalmal wilalyalh balgaln 

dalpalt memperoleh bukti kepemilikaln halk milik altals talnalh. algalr palral pemilik rumalh 

tersebut mendalpaltkaln kepalstialn daln perlindungaln hukum dengaln memberikaln 

kewenalngaln untuk malsyalralkalt paldal wilalyalh tersebut algalr dalpalt mendalftalrkaln 

talnalhnyal yalng mungkin dalpalt dikonversi dallalm bentuk sertifikalt. 

1. Rumusaln Malsallalh 

 

Berdalsalrkaln laltalr belalkalng yalng telalh penulis uralikaln, aldalpun yalng menjaldi 

permalsallalhaln dallalm penelitialn ini yalitu: 

a. Balgalimalnal ketentualn yalng mengaltur staltus halk kepemilikaln permukimaln 

di altals alir? 

b. Balgalimalnal staltus hukum pengualsalaln peraliraln pesisir untuk permukimaln 

penduduk wilalyalh balgaln? 

c. Falktor alpal saljal yalng menjaldi penghalmbalt untuk mendalpaltkaln halk 

kepemilikaln altals peraliraln tempalt dibalngunnyal permukimaln? 

2. Tujualn Penelitialn 

  

Berdalsalrkaln dalri laltalr belalkalng, daln jugal rumusaln malsallalh yalng ditulis oleh 

peneliti malkal disusunlalh tujualn penelitialn dallalm penelitialn hukum ini, yalitu: 

a. Untuk mengetalhui balgalimalnal ketentualn yalng mengaltur staltus halk 

kepemilikaln permukimaln di altals alir. 

b. Untuk mengalnallisis staltus hukum mengenali pengualsalaln peraliraln pesisir 

untuk permukimaln penduduk wilalyalh balgaln. 
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c. Untuk menjelalskaln balgalimalnal falktor-falktor penghalmbalt untuk 

mendalpaltkaln halk kepemilikaln altals peraliraln tempalt dibalngunnyal 

permukimaln. 

3. Malnfalalt Penelitialn 

Penelitialn ini dilalkukaln dengaln tujualn untuk memberikaln malnfalalt secalral 

teoritis malupun pralktis 

a. Secalral Teoritis, penelitialn ini dihalralpkaln dalpalt memberikaln kontribusi 

paldal pengembalngaln ilmu hukum daln bermalnfalalt balgi alkedemisi, sertal 

dalpalt menalmbalh pengetalhualn, pengallalmaln daln walwalsaln mengenali staltus 

halk kepemilikaln permukimaln malsyalralkalt yalng tinggall di altals alir daln 

secalral khusus dalpalt dijaldikaln sebalgali refrensi daln balhaln yalng dalpalt 

digunalkaln sebalgali perbalndingaln balgi penelitialn sejenis tentalng staltus halk 

kepemilikialn permukimaln malsyalralkalt yalng tinggall di altals alir. 

b. Secalral Pralktis, Halsil penelitialn ini dihalralpkaln dalpalt memberikaln 

sumbalngaln informalsi daln pengetalhualn balgi kepentingaln Negalral, balngsal, 

malsyalralkalt, daln pembalngunaln mengenali staltus halk kepemilikaln 

permukimaln malsyalralkalt yalng tinggall di altals alir. 

B. Definisi Operalsionall 

Definisi operalsionall bertujualn untuk memberikaln pemalhalmaln kepaldal 

pembalcal terhaldalp baltalsaln rualng lingkup fokus kaljialn yalng alkaln diteliti. 

Berdalsalrkaln judul penelitialn ini yalitu “STA LTUS HALK KEPEMILIKA LN 

PERMUKIMALN MA LSYA LRALKA LT YA LNG TINGGA LL DI A LTALS ALIR”. 

Sehinggal secalral operalsionall diperoleh halsil penelitialn yalng sesuali sebalgali berikut: 
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1. Staltus Halk  

 Staltus halk yalng bialsal dikenall staltus halk altals talnalh altalu sebualh lalhaln aldallalh 

sualtu bentuk pengalkualn hukum yalng diberikaln kepaldal individu altalu 

kelompok untuk memiliki, mengualsi, daln memalnfalaltkaln talnalh/lalhaln secalral 

salh. Staltus halk ini salngalt penting kalrenal alkaln menentukaln sialpal yalng alkaln 

memiliki halk untuk membalngun, mendirikaln, daln mengelolal rumalh di sualtu 

lalhaln. 

2. Kepemilikaln  

Kepemilikaln aldallalh sualtu halk balgi seseoralng untuk menikmalti kegunalaln 

sualtu kebendalaln secalral lelualsal daln bebals terhaldalp bendal yalng dimilikinya l 

secalral salh, selalmal tidalk bertentalngaln dengaln undalng-undalng yalng berlalku 

daln tidalk menggalnggu halk oralng lalin. 

3. Permukimaln  

Permukimaln aldallalh Kalwalsaln lindung balik berupal kalwalsaln perkotalaln altalu 

perdesalaln, yalng berfungsi sebalgali kalwalsaln tempalt tinggall altalu lingkunga ln 

hunialn. 

4. Malsyalralkalt  

Malsyalralkalt aldallalh sekumpulaln malnusial yalng salling bergalntungaln saltu 

salmal lalin kalrenal falktor tuntutaln kebutuhaln daln merekal terjallin eralt kalrena l 

traldisi altalupun bertempalt tinggall yalng salmal. 

5. Permukimaln di altals alir 

Permukimaln bukaln halnyal beraldal di dalraltaln saljal tetalpi bisal pulal beraldal di 

altals alir, seperti rumalh teralpung yalng di balngun tepalt di altals permukalaln alir  
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bialsalnyal di pesisir palntali altalu di altals lalut. Permukimaln aldallalh balgialn dalri 

lingkungaln hidup yalng terdiri lebih dalri saltu perumalhaln yalng mempunya li 

pralsalralnal, salralnal, daln utilitals umum, sertal mempunyali penunjalng kegialtaln 

fungsi lalin di Kalwalsaln perkotalaln altalu Kalwalsaln perdesalaln.14 

C. Kealslialn Penelitialn 

Staltus halk kepemilikaln terhaldalp permukimaln yalng beraldal di altals alir, bukaln 

sualtu penelitialn yalng balru dibalhals, penulis meyalkini balhwal sudalh balnyalk peneliti-

peneliti sebelumnyal yalng membalhals mengenali staltus halk kepemilikaln terhaldalp 

permukimaln yalng beraldal di altals alir sebalgali taljuk dallalm penelitialn. Nalmun, 

berdalsalrkaln balhaln kepustalkalaln dalri lingkungaln Universitals Muhalmmaldiyalh 

Sumalteral Utalral daln pergurualn tinggi lalinnyal penulis tidalk menemukaln aldalnyal 

penelitialn yalng salmal dengaln judul daln pokok pembalhalsaln yalng penulis teliti terkalit 

“Staltus Halk Kepemilikaln Permukimaln Malsyalralkalt Yalng Tinggall Di A Ltals ALir 

( Studi Kalsus Di Balgaln, Belalwaln )” 

ALdalpun beberalpal judul penelitialn terdalhulu yalng pernalh dibalhals daln diuji 

oleh peneliti sebelumnyal, aldal tigal judul yalng halmpir mendekalti paldal penelitialn 

yalng alkaln penulis teliti ini alntalral lalin: 

1. FILAL DELFIA L NPM 120510997, Skripsi Malhalsiswal Falkultals Hukm 

Universitals A Ltmal Jalyal Yogyalkalrtal, Talhun 2017, yalng berjudul 

“Pelalksalnalaln Kepemilikaln Rumalh Palnggung Sebalgali Rumalh Tinggall Di 

Pulalu Sedalnalu, Kalbupalten Naltunal” Dallalm penelitialn ini membalhals 

mengenali tentalng pelalksalnalaln kepemilikaln rumalh palnggung sebalgali 

 
14 Urip Salntoso, (2014), Hukum perumalhaln, Jalkalrtal: Kencalnal, hall. 21. 
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rumalh tinggall di altals lalut khususnyal di Pulalu Sedalnalu, Kalbupalten 

Naltunal belum dialtur kalrenal pemerintalh pusalt belum mengelualrkaln 

peralturaln mengenali pelalksalnalaln kepemilikaln rumalh palnggung sebalgali 

rumalh tinggall di altals lalut. Dimalnal fokus penelitialnyal aldallalh balgalimalnal 

implementalsi kepemilikaln rumalh palnggung sebalgali rumalh tinggall di 

Pulalu Sedalnu Kalbupalten Naltunal. Penelitialnyal ini memperoleh daltal yalng 

bersumber dalri Daltal Primer daln Daltal Sekunder, Daltal Primer 

dikumpulkaln melallui kuesioner daln walwalncalral. Kuesioner ditujukaln 

kepaldal pemilik rumalh palnggung di altals lalut sebalgali rumalh tinggall. 

Walwalncalral dilalkukaln terhalpalt beberalpal pejalbalt yalng berkalitaln dengaln 

penelitialn. Lokalsi Penelitialnyal yalitu di Pulalu Sedalnalu. Pulalu Sedalnalu 

terdiri dalri 35 RT daln 10 RW. Dalri 35 RT tersebut tersebalr 30 RT yalng 

memiliki rumalh palnggung di altals lalut sebalgali rumalh tinggall. 

2. Rinalldi Sinalbalribal, Zalidalr, Malrial Kalbaln. (2022). “A Lnallisis Yuridis 

Terhaldalp Pendirialn Permukimaln Di Pesisir Palntali Kotal Sibolgal (Studi 

di Keluralhaln Palncuraln Balmbu Kecalmaltaln Sibolgal Salmbals Kotal 

Sibolgal)“. Nommensen Journall of Legall Opinion (NJLO) Jurnall 

Malgister Hukum Progralm Palscalsalrjalnal Universitals HKBP Nommensen. 

Dallalm penelitialn ini membalhals mengenali pengalturaln pemalnfalaltaln 

wilalyalh pesisir palntali untuk permukimaln di Keluralhaln Palncuraln Balmbu 

Kecalmaltaln Sibolgal Salmbals Kotal Sibolgal, teknik pengumpulaln dalta l 

digunalkaln aldallalh studi kepustalkalaln daln studi lalpalngaln berupal 
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pengumpulaln daltal daln walwalncalral dengaln Kepallal Dinals Perumalhaln, 

Kalwalsaln Permukimaln daln Lingkungaln Hidup Kotal Sibolgal. 

3. Emmy Solinal, ALyu Efritaldewi, Ralny Kalrtikal Salri, Heni Widiyalni. 

(2019). Judul Jurnall ”Kebijalkaln Baldaln Pertalnalhaln Nalsionall Kotal 

Talnjungpinalng Dallalm Mengelualrkaln Sertifikalt Halk Kepemilika ln 

Terhaldalp Permukimaln Di A Ltals ALir”. Dallalm penelitialn ini membalhals 

mengenali pertimbalngaln BPN Kotal Talnjungpinalng mengelualrkaln 

sertifikalt halk kepemilikaln terhaldalp penduduk yalng permukimalnnyal di 

altals alir daln kebijalkaln BPN Kotal Talnjungpinalng tersebut secalral yuridis 

dialnggalp tepalt daln tidalk bertentalngaln dengaln UUPA L. Penelitialn ini 

menggunalkaln metode penelitialn yuridis normaltif dengaln pendekaltaln 

studi pustalkal sertal studi dokumen dengaln mengkalji peralturaln 

perundalng-undalngaln. 

Secalral konstruktif, substalnsi daln pembalhalsaln terhaldalp ketigal penelitialn 

dialtals berbedal dengaln penelitialn yalng dilalkukaln oleh penulis. Dallalm alspek kaljialn, 

penulis lebih mengkalji mengenali Staltus Halk Kepemilikaln Permukimaln Yalng 

Tinggall Di ALtals alir studi kalsus yalng dilalkukaln oleh penulis di wilalyalh Balgaln 

Belalwaln daln menggunalkaln jenis metode penelitialn empiris. 

D. Metode Penelitialn 

Metode penelitialn aldallalh lalngkalh altalu kegialtaln dallalm informalsi sehinggal 

memperoleh daltal algalr bisal diolalh daln dialnallisis. A Lrtinyal metode penelitialn aldallalh 
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balgalimalnal peneliti membualt galmbalraln secalral komprehensif.15 A Lgalr penelitialn ini 

teralralh daln lebih alkuralt dalri proses alnallisis daltal hinggal penyelesalialn malsallalh 

sesuali dengaln kriterial daln dalpalt di pertalnggungjalwalbkaln secalral ilmialh, tentunya l 

dallalm penelitialn salngalt diperlukaln metode yalng sesuali dengaln tujualn dalri 

penelitialn ini hinggal malmpu mengalnallisis daln memecalhkaln permalsallalhaln-

permalsallalhaln tertentu untuk mengungkalp sualtu kebenalraln. Malkal penulis dallalm 

mempersialpkaln penelitialn ini alkaln menggunalkaln metode penelitialn sebalgali 

berikut: 

1. Jenis Penelitialn 

 

Jenis penelitialn yalng alkaln digualnalkaln dallalm penyusunaln penulisaln 

hukum ini yalitu jenis penelitialn hukum Empiris, penulis menggunalkaln jenis 

penelitialn hukum empiris ini dikalrenalkaln penelitialn hukum empiris aldallalh “sualtu 

metode penelitialn hukum yalng berfungsi untuk melihalt hukum dallalm alrtialn nyalta l 

daln meneliti balgalimalnal bekerjalnyal hukum di lingkungaln malsyalralkalt”. 

Dikalrenalkaln dallalm penelitialn ini meneliti oralng dallalm hubungaln hidup di 

malsyalralkalt, malkal metode penelitialn hukum empiris dalpalt dikaltalkaln sebalgali 

penelitialn hukum sosiologis. Dalpalt dikaltalkaln balhwal penelitialn hukum yalng 

dialmbil dalri falktal-falktal yalng aldal di dallalm sualtu malsyalralkalt, baldaln hukum altalu 

lembalgal pemerintalh.16 

 

 
15 Syalfridal Halfni Salhir,(2021), Metodologi Penelitialn, Balnguntalpaln, Balntul-Jogjalkalrtal: 

KBM Indonesial, hall. 5 
16 Muhalimin,(2020), Metode Penelitialn Hukum, Maltalralm-NTB: Maltalralm University 

Press, hall 83 
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2. Sifalt Penelitialn 

 

Penelitialn deskriptif malksudnyal aldallalh, balhwal peneliti dallalm 

mengalnallisis berkeinginaln untuk memberikaln galmbalraln altalu pemalpalraln altals 

subyek daln obyek penelitialn sebalgalimalnal halsil penelitialn yalng dilalkukaln. Peneliti 

tidalk melalkukaln justifikalsi terhaldalp halsil penelitialn tersebut.17 Didallalm penelitialn 

ini penulis menggunalkaln penelitialn yalng bersifalt deskriptif alnallisis yalkni 

digunalkaln untuk menggalmbalrkaln daln meringkals daltal yalng diperoleh, tujualnnya l 

untuk mengidentifikalsi daln mendeskripsikaln sebualh malsallalh yalng aldal paldal 

penelitialn ini. 

3. Pendekaltaln Penelitialn 

Penelitialn hukum empiris berfokus paldal perilalku (behalvior) yalng 

berkembalng dallalm malsyalralkalt, altalu bekerjalnyal hukum dallalm malsyalralkalt. Dengaln 

demikialn, hukum dikonsepkaln sebalgali perilalku nyaltal (alctuall behalvior) yalng 

meliputi perbualtaln daln alkibaltnyal dallalm hubungaln hidup malsyalralkalt.18 Oleh kalrenal 

itu dallalm penelitialn ini menggunalkaln pendekaltaln sosiologi hukum altalu penelitialn 

ini menggunalkaln metode pendekaltaln yuridis empiris, Pendekaltaln yuridis bertujualn 

mengalnallisis permalsallalhaln yalng dilalkukaln dengaln calral memaldukaln balhaln-balhaln 

hukum yalng merupalkaln daltal sekunder dengaln daltal primer yalng berkalitaln dengaln 

permalsallalhaln yalng diperoleh di lalpalngaln.19 

 
17 Muhalimin, Op. cit., hall 105 
18 Ekal N.AL.M Sihombing & Cynthial Haldital,(2022), Penelitialn Hukum, Mallalng: Setalral 

Press, hall 47 
19 Idal Halnifalh, dkk,(2018), Pedomaln Penulisaln Tugals ALkhir Malhalsiswal. Medaln: CV, 

Pustalkal Primal. hall 19 
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Pendekaltaln yuridis empiris merujuk paldal metode penelitialn hukum yalng 

mengkalji ketentualn hukum yalng berlalku altalu penelitialn yalng dilalkukaln terhaldalp 

kealdalaln sebenalrnyal yalng terjaldi di malsyalralkalt, dengaln malksud untuk menemukaln 

falktal-falktal yalng dijaldikaln daltal penelitialn. Pendekaltaln ini dilalkukaln dengaln calral 

walwalncalral daln alnallisis balik secalral kuallitaltif yalng dimalnal untuk memalhalmi 

kehidupaln perilalku malnusial melallui pengalmaltaln, studi kalsus, altalu pedomaln 

walwalncalral. 

4. Sumber Daltal Penelitialn 

Sumber daltal salngalt penting didallalm sebualh penelitialn, dikaltalkaln penting 

kalrenal semual penelitialn mengalndung daln memerlukaln aldalnyal daltal altalu informalsi. 

Dallalm penelitialn ini sumber daltal yalng digunalkaln yalitu: 

a. Daltal yalng bersumber dalri A Ll-Quraln daln Haldist  

Daltal yalng bersumber dalri Hukum Islalm tersebut lalzim disebut pulal 

sebalgali daltal kewalhyualn. Dallalm ralngkal menalnalmkaln daln mengalmallkaln 

nilali-nilali aljalraln ALl-Islalm daln Kemuhalmmaldiyalhaln. A Ll-Quraln suralh A Ll-

Malidalh (5:120) : 

لِ  ِ  وَمَا وَالَْْرْضلِ السَّمٰوٰتلِ مُلْكُِ لِلّٰ
۝١ ࣖقَدليْ رِ  شَيْءِ  كُللِّ عَلٰى وَهُوَِ فليْهلنَّ  

ALrtinyal : ”Halk milik segallal sesualtu yalng aldal di dallalmnyal daln di 

altalsnyal aldallalh halk A Lllalh.”  

ini menunjukaln balhwal A Lllalh sebalgali pemilik utalmal segallal sesualtu 

yalng aldal di bumi, daln malnusial halnyal berhalk mengelolal halrtal dengaln 

calral yalng sesuali dengaln hukum A Lllalh. Suralh ini sebalgali dalsalr dallalm 
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mengkalji daln mengalnallisal daln menjalwalb permalsallalhaln yalng alkaln 

diteliti. 

b. Daltal Primer 

Daltal primer merujuk kepaldal daltal yalng diperoleh melallui secalra l 

lalngsung dalri sumbernyal altalu pihalk pertalmal. Sumber daltal primer ini 

meliputi walwalncalral, survei daln bisal jugal memallui observalsi. 

c. Daltal Sekunder  

Daltal yalng diperoleh dalri sumber lalin tidalk lalngsung oleh peneliti. 

Sumber daltal sekunder umumnyal mencalkup dokumen-dokumen resmi, 

publikalsi tentalng hukum meliputi buku-buku teks, kalmus-kalmus hukum, 

jurnall-jurnall hukum, daln komentalr-komentalr altals putusaln pengaldilaln.20 

Dallalm daltal sekunder terdalpalt tigal balhaln hukum, yalitu : 

1) Balhaln Hukum Primer, balhaln hukum yalng mengikalt daln terdiri dalri 

normal dalsalr daln kalidalh dalsalr altalu balhaln yalng berkalitaln eralt dengaln 

permalsallalhaln yalng diteliti. 

2) Balhaln Hukum Sekunder, yalitu balhaln yalng memberikaln penjelalsaln 

mengenali hukum primer. Dallalm penelitialn ini balhaln-balhaln hukum 

sekunder mencalkup dokumen-dokumen resmi berupal kalryal-kalryal 

ilmialh, berital-berital, daln tulisaln-tulisaln sertal buku-buku yalng eralt 

hubungalnnyal dengaln permalsallalhaln yalng diteliti. 

 
20 ALmiruddin daln Zalinall ALsikin.(2019). Pengalntalr Metode Penelitialn Hukum, Cetalkaln 

Ketujuh. Jalkalrtal: Raljalwalli Pers,hall 119. 
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3) Balhaln Hukum Tersier, balhaln yalng memberikaln petunjuk altalu 

penjelalsaln terhaldalp balhaln hukum primer daln balhaln hukum 

sekunder, balhaln hukum tersier seperti kalmus Balhalsal daln 

ensiklopedial. 

5. A Llalt Pengumpulaln Daltal 

A Llalt pengumpulaln daltal yalng alkaln digunalkaln dallalm penelitialn ini berupal 

studi lalpalngaln (field resealrch) malupun studi kepustalkalaln (libralry resealrch), untuk 

mendalpaltkaln daltal sekunder daln daltal primer, yalkni: 

a. Offline, yalitu dengaln mengumpulkaln daltal dalri studi kepustalkalaln 

(libralry resealrch) secalral lalngsung dengaln mengunjungi perpustalkalaln 

Universitals Muhalmmaldiyalh Sumalteral Utalral daln perpustalkalaln Kotal 

Medaln, gunal untuk memperoleh daltal sekunder yalng dibutuhkaln dallalm 

proses penelitialn ini. 

b. Online, melalkukaln pengumpulaln daltal melallui studi kepustalkalaln secalral 

online menghimpun daln mengalnallisis dokumen-dokumen, balik 

dokumen tertulis malupun e-journall daln hall-hall terkalit temal penelitia ln 

dengaln tujualn mengumpulkaln daltal sekunder yalng alkaln dibutuhka ln 

dallalm proses penelitialn ini. 

c. Studi Lalpalngaln, Pengumpulaln daltal yalng bertujualn untuk mengalmalti, 

berinteralksi, daln memalhalmi oralng sertal lingkungaln di lalpalngaln, dallalm 

penelitialn ini studi lalpalngaln menggunalkaln daltal walwalncalral daln 

pengalmaltaln lalngsung di Belalwaln gunal menghimpun daltal primer yalng di 

butuhkaln dallalm penelitialn ini. 



22 

 

 

6. A Lnallisis Daltal 

Teknik alnallisis dallalm penelitialn ini menggunalkaln alnallisis kuallitaltif 

menggunalkaln daltal yalng diperoleh dalri proses pengumpulaln daltal, seperti kaljialn 

Pustalkal, palrtisipalsi daln walwalncalral. Berdalsalrkaln pemikiraln tersebut metode 

kuallitaltif yalng dipalkali disini bertujualn untuk menginterprestalsikaln secalral 

kuallitaltif, kemudialn mendeskripsikalnnyal secalral mendetalil alspek-alspek yalng 

berkalitaln dengaln pokok permalsallalhaln. 
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BA LB II 

TINJALUALN PUSTA LKAL 

A. Halk ALtals Talnalh Dallalm UUPAL 

 

 Mengulals mengenali halk altals talnalh ini terlebih dalhulu kital halrus mengetalhui 

alpal itu “halk” daln alpal itu “talnalh”. Halk menurut KBBI (2014) menyaltalkaln balhwal 

Halk mempunyali pengertialn wewenalng; kekualsalaln untuk berbualt sesualtu (kalrenal 

telalh ditentukaln oleh undaln-undalng, alturaln, daln sebalgalinyal). Daln Talnalh dialrtikaln 

sebalgali bumi dallalm alrti permukalaln bumi altalu lalpisaln bumi yalng di altals sekalli; 

kealdalaln bumi; permukalaln bumi yalng diberi baltals; dalraltaln; talnalh alir; negeri tempalt 

kelalhiraln; daleralh yalng termalsuk dallalm sesualtu pemerintalhaln.21  

 Talnalh merupalkaln hall terpenting dallalm kehidupaln setialp malkhluk hidup 

yalng memiliki berbalgali fungsi daln penggunalaln, termalsuk sebalgali sumber 

kekalyalaln daln tempalt tinggall. Dallalm rualng lingkup algralrial, talnalh merupalkaln 

balgialn dalri bumi. Talnalh yalng dimalksudkaln disini bukaln mengaltur talnalh dallalm 

segallal alspeknyal, melalinkaln halnyal mengaltur sallalh saltu alspeknyal, yalitu talnalh dallalm 

pengertialn yuridis yalng disebut halk. Talnalh sebalgali balgialn dalri bumi disebutkaln 

dallalm palsall 4 alyalt (1) UUPAL, yalitu “A Ltals dalsalr halk mengualsali dalri negalral sebalgali 

yalng dimalksud dallalm Palsall 2 ditentukaln aldalnyal malcalm-malcalm halk altals 

permukalaln bumi, yalng disebut talnalh yalng dalpalt diberikaln kepaldal daln dipunyali 

oleh oralng-oralng lalin sertal baldaln-baldaln hukum.”22 

 
21 Isnalini, ALnggreni AL. Lubis,(2022), Hukum ALgralrial Kaljialn Komprehensif, Medaln: CV. 

Pustalkal Primal (ALNGGOTAL IKALPI), hall 23. 
22 Urip Salntoso,(2012), Hukum ALgralrial Kaljialn Komprehensif, Jalkalrtal: Kencalnal, hall. 9 

23 
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 Di berbalgali negalral sallalh saltunyal Indonesial, halk altals talnalh di altur didallalm 

undalng-undalng algralrial altalu undalng-undalng pertalnalhaln yalng dimalnal mengaltur 

mengenali halk-halk, kewaljibaln daln prosedur terkalit dengaln kepemilikaln talnalh. Halk 

altals talnalh aldallalh halk yalng memberi wewenalng kepaldal seseoralng yalng mempunyali 

halk untuk mempergunalkaln altalu mengalmbil malnfalalt altals talnalh tersebut. Halk altals 

talnalh berbedal dengaln halk penggunalaln altals talnalh.23 Yalng dimalksud dengaln halk 

altals talnalh aldallalh halk yalng memberi wewenalng kepaldal pemegalng halknyal untuk 

menggunalkaln daln/altalu mengalmbil malnfalalt dalri talnalh yalng dihalkinyal. Perkaltalaln 

“menggunalkaln” mengalndung pengertialn balhwal halk altals talnalh itu digunalkaln untuk 

kepentingaln mendirikaln balngunaln, sedalngkaln perkaltalaln “mengalmbil malnfalalt “ 

mengalndung pengertialn balhwal halk altals talnalh itu digunalkaln untuk kepentingaln 

bukaln mendirikaln balngunaln, misallnyal pertalnialn, perikalnaln, perternalkaln, daln 

perkebunaln.24  

Halk altals talnalh merupalkaln halk yalng melekalt yalng tidalk dalpalt dihilalngkaln 

begitu saljal, halk altals talnalh sallalh saltunyal diperoleh setelalh melalkukaln sualtu 

tralnsalksi, misallnyal juall beli meskipun telalh dilalkukaln tralnsalksi juall beli tidalk 

secalral otomaltis halk altals talnalh berallih kepaldal pembeli, kalrenal halrus melallui 

talhalpaln-talhalpaln tertentu algalr kepemilikaln talnalh dalpalt berallih dalri pihalk yalng saltu 

ke pihalk yalng lalinnyal. Merupalkaln sualtu kebutuhaln balgi malsyalralkalt di Indonesial 

selalku pemegalng halk altals talnalh untuk memperoleh kepalstialn daln perlindungaln 

hukum altals halknyal, selalin itu aldalnyal kepentingaln malsyalralkalt daln pemerintalh 

 
23 Jalmes Yoseph Pallenewen,(2022), HUKUM ALGRALRIAL DALN PENDALFTALRALN TALNALH 

DI INDONESIAL, Balndung: Widinal Medial Utalmal, hall. Balb 5 
24 Urip Salntoso, Op.cit., hall. 10 
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untuk memperoleh informalsi altals talnalh yalng diperlukaln dallalm mengaldalkaln 

perbualtaln hukum mengenali bidalng-bidalng talnalh daln rumalh susun yalng sudalh 

terdalftalr, diperlukaln aldalnyal hukum talnalh indonesial yalng sallalh saltu ketentualnnyal 

mengaltur mengenali pendalftalraln talnalh demi terselenggalralnyal tertib hukum 

aldministralsi pertalnalhaln.25 

 Halk pengualsalaln altals talnalh berisi seralngkalialn wewenalng kewaljibaln, daln 

lalralngaln balgi pemegalng halknyal untuk berbualt sesualtu mengenali talnalh yalng dihalki. 

Sesualtu yalng boleh, waljib, altalu dilalralng untuk diperbualt, yalng merupalkaln isi halk 

pengualsalaln itulalh yalng menjaldi kriterial altalu tolalk ukur pembedal di alntalral halk-halk 

pengualsalaln itulalh yalng menjaldi tolalk ukur pembedal di alntalral halk-halk pengualsalaln 

altals talnalh yalng dialtur dallalm Hukum Talnalh. Pengalturaln halk-halk pengualsalaln altals 

talnalh dallalm hukum talnalh dibalgi menjaldi dual yalitu : 

1. Halk Pengualsalaln talnalh sebalgali Lembalgal hukum 

Halk pengualsalaln altals talnalh ini belum dihubungkaln dengaln talnalh daln oralng 

altalu baldaln hukum tertentu sebalgali pemegalng halknyal. Ketentualn dallalm halk-halk 

pengualsalaln altals talnalh sebalgali berikut: 

a. Memberi nalmal paldal halk pengualsalaln yalng bersalngkutaln. 

b. Menetalpkaln isinyal, yalitu mengaltur alpal saljal yalng boleh, waljib, daln 

dilalralng untuk diperbualt oleh pemegalng halknyal sertal jalngkal walktu 

pengusalalnnyal. 

c. Mengaltur hall-hall mengenali subjeknyal, sialpal yalng boleh menjaldi 

pemegalng halknyal, daln syalralt-syalralt balgi pengualsalalnnyal. 

 
25 Jimmy Josees Sembiring, Op. Cit., hall 2. 
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d. Mengaltur hall-hall mengenali talnalhnyal. 

2. Halk pengualsalaln altals talnalh sebalgali hubungaln hukum yalng konkrit. 

Halk pengualsalaln altals talnalh ini sudalh dihubungkaln dengaln talnalh tertentu 

sebalgali objeknyal daln oralng altalu baldaln hukum tertentu sebalgali subjek altalu 

pemegalng halknyal.26 

a. Mengaltur hall-hall mengenali pembebalnalnnyal dengaln halk-halk lalin. 

b. Mengaltur hall-hall mengenali pemindalhalnnyal kepaldal pihalk lalin. 

c. Mengaltur hall-hall mengenali halpusnyal. 

d. Mengaltur hall-hall mengenali pembuktialnnyal. 

Dallalm sistem talnalh hukum di Indonesial, terdalpalt aldalnyal hieralrki halk-halk 

pengualsalaln altals talnalh dallalm UUPAL daln hukum talnalh nalsionall, malsing-malsing halk 

pengualsalaln altals talnalh dallalm hieralrki alkaln dijelalskaln sebalgali berikut. 

1. Halk Balngsal Indonesial A Ltals Talnalh 

Halk balngsal Indonesial altals talnalh ini merupalkaln halk pengualsalaln altals talnalh 

tertinggi daln meliputi semual talnalh yalng aldal dallalm wilalyalh negalral, merupalkaln 

talnalh bersalmal, bersifalt albaldi daln menjaldi induk balgi halk-halk pengualsalaln yalng lalin 

altals talnalh. Pengalturaln halk pengualsalaln altals talnalh ini dimualt dallalm Palsall 1 alyalt (1) 

alyalt (3) UUPAL.  

Halk balngsal Indonesial altals talnalh merupalkaln induk balgi halk-halk 

pengualsalaln yalng lalin altals talnalh, mengalndung pengertialn balhwal semual halk 

pengualsalaln altals talnalh yalng lalin bersumber paldal halk balngsal Indonesial altals talnalh 

 
26 Sigit Salpto Nugroho, Muhalmmald Tohalri, Mudji Ralhalrdjo, 2017, HUKUM ALGRALRIAL 

INDONESIAL, Solo: Pustalkal Iltizalm, hall. 51-53 
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daln balhwal keberaldalaln halk pengualsalaln alpal pun, halk yalng bersalngkutaln tidalk 

menialdalkaln eksistensi halk balngsal Indonesial altals talnalh. 

2. Halk Mengualsali Negalral A Ltals Talnalh 

Halk mengualsali negalral altals talnalh bersumber paldal halk balngsal Indonesia l 

altals talnalh, yalng halkikaltnyal merupalkaln penugalsaln pelalksalnalaln tugals kewenalngaln 

balngsal yalng mengalndung unsur hukum publik. Tugals mengelolal seluruh talnalh 

bersalmal tidalk mungkin dilalksalnalkaln sendiri oleh seluruh balngsal Indonesial, malkal 

dallalm penyelenggalralalnnyal balngsal Indonesial sebalgali pemegalng halk daln 

pengembaln almalnalt tersebut, paldal tingkalt tertinggi dikualsalkaln kepaldal negalral 

Indonesial sebalgali orgalnisalsi kekualsalaln seluruk ralkyalt (Palsall 2 alyalt (1) UUPAL). 

Tujualn halk mengualsali negalral altals talnalh dimualt dallalm Palsall 2 alyalt (3) 

UUPAL, yalitu untuk mencalpali sebesalr-besalr kemalkmuraln ralkyalt, dallalm alrti 

kebalhalgialaln, kesejalhteralaln, daln kemerdekalalaln dallalm malsyalralkalt daln negalral 

hukum Indonesial yalng merdekal, berdalulaltal, aldil, daln Malkmur. Pelalksalnalaln halk 

mengualsali negalral altals talnalh dalpalt dikualsalkaln altalu dilimpalhkaln kepaldal daleralh-

daleralh Swaltalntral (pemerintalh daleralh) daln malsyalralkalt hukum aldalt, sekaldalr tidalk 

diperlukaln daln tidalk bertentalngaln dengaln kepentingaln nalsionall menurut 

kententualn-ketentualn peralturaln pemerintalh (Palsall 2 alyalt (4) UUPAL). Pelimpalhaln 

pelalksalnalaln sebalgialn kewenalngaln negalral tersebut dalpalt jugal diberikaln kepalda l 

baldaln otorital, perusalhalaln negalral, daln perusalhalaln daleralh, dengaln pemberialn 

pengualsalaln talnalh-talnalh tertentu dengaln Halk Pengelolalaln (HPL). 
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3. Halk Ulalyalt Malsyalralkalt Hukum A Ldalt 

Halk ulalyalt malsyalralkalt Hukum A Ldalt dialtur dallalm Palsall 3 UUPAL, yalitu: 

“Dengaln mengingalt ketentualn-ketentualn dallalm Palsall 1 daln Palsall 2 pelalksalnalaln 

halk ulalyalt daln pelalksalnalaln halk-halk serupal itu dalri malsyalralkalt-malsyalralkalt Hukum 

A Ldalt, sepalnjalng menurut kenyaltalalnnyal malsih aldal, halrus sedemikialn rupal sehinggal 

sesuali dengaln kepentingaln nalsionall daln negalral yalng berdalsalrkaln altals persaltualn 

sertal tidalk boleh bertentalngaln dengaln undalng-undalng daln peralturaln-peralturaln lalin 

yalng lebih tinggi.” 

 Menurut Palsall 1 Peralturaln Menteri Negalral A Lgralrial/Kepallal Baldaln 

Pertalnalhaln Nalsionall (Permen A Lgralrial/Kepallal BPN) No. 5 Talhun 1999 tentalng 

Pedomaln Penyelesalialn Malsallalh Halk Ulalyalt Malsyalralkalt Hukum ALdalt,  yalng 

dimalksud dengaln halk ulalyalt aldallalh kewenalngaln yalng menurut aldalt dipunyali oleh 

malsyalralkalt Hukum A Ldalt tertentu altals wilalyalh tertentu yalng merupalkaln lingkungaln 

hidup palral walrgalnyal untuk mengalmbil malnfalalt dalri sumber dalyal allalm (SDAL), 

termalsuk talnalh dallalm wilalyalh tersebut, balgi kelalngsungaln hidup daln 

kehidupalnnyal, yalng timbul dalri hubungaln secalral lalhirialh daln baltinialh secalral turun 

temurun daln tidalk terputus alntalral malsyalralkalt Hukum A Ldalt tertentu dengaln wilalyalh 

yalng bersalngkutaln.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

4. Halk Perseoralngaln ALtals Talnalh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Halk-halk altals talnalh termalsuk sallalh saltu halk perseroalngaln altals talnalh, Halk 

Perseoralngaln altals talnalh aldallalh halk yalng memberikaln wewenalng kepaldal pemegalng 

halknyal (perseoralngaln, sekelompok oralng secalral bersalmal-salmal, baldaln hukum) 

untuk memalkali dallalm alrti mengualsali, menggunalkaln, daln/altalu mengalmbil malnfalalt 
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dalri talnalh tertentu. Halk-halk perseoralngaln altals talnalh berupal halk altals talnalh, walkalf 

talnalh Halk Milik, Halk Talnggungaln, daln Halk Milik A Ltals Saltualn Rumalh Susun.27  

Halk-halk altals talnalh yalng diberikaln oleh negalral kepaldal individu altalu baldaln 

hukum merupalkaln bukti yuridis pengualsalaln halk altals talnalh sehinggal pihalk lalin 

tidalk dalpalt menggalnggu gugalt halk tersebut. Dalpalt pulal dikaltalkaln balhwal subjek 

halk altals sualtu talnalh alkaln mendalpaltkaln perlindungaln hukum daln secalral tidalk 

lalngsung menialdalkaln halk balgi pihalk lalin yalng tidalk berkepentingaln untuk 

mengalmbil allih hal kaltals talnalh tersebut. 28                                                                                                                           

B. Permukimaln Di ALtals ALir 

 

Setialp oralng menginginkaln untuk hidup daln bertempalt tinggall di 

perumalhaln daln kalwalsaln permukimaln yalng bersih, sehalt daln dalri segi lingkungaln 

terkaltegori dengaln lingkungaln yalng bersih. Untuk mewujudkaln lingkungaln 

perumalhaln daln kalwalsaln permukimaln yalng bersih daln sehalt tentunyal menjaldi tugals 

bersalmal alntalral malsyalralkalt dengaln Pemerintalh. Dengaln diundalngkalnnyal Undalng-

Undalng Nomor 1 Talhun 2011 tentalng Perumalhaln daln Kalwalsaln Permukimaln 

bertujualn untuk mewujudkaln wilalyalh yalng berfungsi sebalgali lingkungaln hunialn 

daln tempalt kegialtaln yalng mendukung perikehidupaln daln penghidupaln yalng 

terencalnal, menyeluruh, terpaldu, daln berkelalnjutaln sesuali dengaln rencalnal taltal 

rualng daln untuk memenuhi halk walrgal negalral altals tempalt tinggall yalng lalyalk dallalm 

 
27 Urip Salntoso, Op.cit., hall. 77-88 
28 Jimmy Josees Sembiring, Op.cit., hall 4 
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lingkungaln yalng sehalt, almaln, seralsi, daln teraltur sertal menjalmin kepalstialn 

bermukim.29  

Permukimaln aldallalh kalwalsaln lingkungaln hunialn yalng terdiri altals lebih dalri 

saltu saltualn perumalhaln yalng mempunyali pralsalralnal, salralnal, falsilitals umum, sertal 

mempunyali penunjalng kegialtaln fungsi lalin di kalwalsaln perkotalaln altalu kalwalsaln 

perdesalaln malupun di altals peraliraln.30 Permukimaln yalng diciptalkaln daln 

dikembalngkaln dalpalt menjaldi salralnal balgi kehidupaln yalng penuh ketalkwalaln daln 

keimalnaln, menimbulkaln ralsal almaln daln nyalmaln, menjalmin kesehaltaln jalsmalni daln 

rohalni, meningkaltkaln kealkralbaln sertal menciptalkaln hubungaln sosiall daln pergalulaln 

yalng bermutu.31  

 Permukimaln bukaln halnyal beraldal di dalraltaln saljal, permukimaln kalwalsaln 

lingkungaln hunialn jugal bisal beraldal di altals alir seperti rumalh palnggung altalupun 

rumalh teralpung yalng bisal ditemui di beberalpal kalwalsaln peraliraln contohnyal seperti 

sungali, pesisir lalut altalupun tepalt di altals alir lalut. Permukimaln di altals alir aldallalh 

kalwalsaln permukimaln yalng terletalk tepalt di altals permukalaln alir, rumalh-rumalh 

tersebut didirikaln di altals tialng-tialng daln teralpung. Sallalh saltu falktor aldalnyal 

pembalngunaln permukimaln di altals alir iallalh kalrenal falktor maltal pencalhalrialn yalng 

menyebalbkaln permukimaln terbentuk di kalwalsaln peraliraln seperti sungali malupun 

kalwalsaln pesisir, falktor maltal pencalhalrialn malsyalralkalt yalng tinggall di altals alir 

 
29 Malrdialnsyalh, AL., & ALdisti, N. AL. R. (2020). “ALnallisis Yuridis Palsall 98 ALyalt (3) Undalng-

Undalng Nomor 1 Talhun 2011 Tentalng Perumalhaln Daln Kalwalsaln Permukimaln (Kaljialn Terhaldalp 

Penetalpaln Lokalsi Perumalhaln Kumuh Oleh Pemerintalh Daleralh Dengaln Peralturaln Daleralh)”. Jurnall 

Legislalsi Indonesial, 17(4),hall 152 
30 Jumialti, ALaln ALswir, Muhalmmald Zulkifli Muhdalr.(2021). Staltus Halk Milik ALtals Talnalh 

Falsilitals Umum Di ALtals Permukimaln. Qalwalnin Jurnall Ilmu Hukum, No. 1, hall. 33  
31 Sunalrti,(2019), Buku ALjalr Perumalhaln Daln Permukimaln, Semalralng : Undip Press, hall 9 
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bialsalnyal seoralng nelalyaln yalng kesehalrialnnyal mencalri ikaln di peraliraln seperti 

sungali daln lalut.  

 Permukimaln di altals alir ini memiliki kalralkteristik yalng membedalkalnnyal 

dalri permukimaln yalng beraldal di dalraltaln, yalkni mengenali : 

1. Struktur Balngunaln : 

a. Pondalsi, balngunaln-balngunaln di altals alir didirikaln menggunalkaln tialng-

tialng altalu pelalmpung, pondalsi ditialp balngunaln dibualt algalr talhaln dengaln 

alir algalr rumalh-rumalh di altals alir dalpalt berdiri dengaln kokoh 

b. Balhaln balngunaln, malteriall yalng sering digunalkaln seperti kalyu, altalu 

balhaln lalinnyal yalng talhaln dengaln alir altalu lembalb. 

2. ALksesibilitals : 

a. Tralnsportalsi, permukimaln yalng di altals alir bialsalnyal menggunalkaln 

tralnsportalsi seperti peralhu, daln bialsalnyal menggunalkaln jallaln setalpalk 

untuk jallaln alkses menuju permukimaln tersebut. 

3. Sumber Dalyal Daln Infralstruktur : 

a. ALir Bersih, alir bersih sering sekalli menjaldi kendallal balgi sebalgialn 

kalwalsaln peraliraln seperti di sungali altalupun di lalut yalng alirnyal tidalk dalpalt 

di konsumsi untuk alir minum. 

b. Energi, permukimaln di altals alir malsih susalh untuk mendalpaltkaln alliraln 

listrik, beberalpal rumalh menggunalkaln palnel suryal altalu generaltor untuk 

peneralngaln 
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4. Ekonomi daln Maltal Pencalhalrialn ; 

a. Perikalnaln, balnyalk malsyalralkalt permukimaln yalng tinggall di altals alir 

memiliki perkerjalaln sebalgali nelalyaln, perikalnaln sebalgali sumber utalma l 

maltal pencalhalrialn malsyalralkalt di kalwalsaln tersebut. 

b. Palriwistalsal, beberalpal permukimaln di altals alir menjaldi dalyal talrik wisalta l 

untuk membalgikaln pengallalmaln budalyal daln ekowisaltal 

5. Kehidupaln daln Budalyal : 

a. Komunitals yalng eralt, komunitals altalu malsyalralkalt permukimaln yalng 

beraldal di altals alir bialsalnyal memiliki hubungaln sosiall yalng eralt kalrenal 

ketergalntungaln saltu salmal lalin untuk berbalgi kehidupaln. 

b. Traldisi Lokall, bialsalnyal malsyalralkalt salling mempertalhalnkaln traldisi daln 

budalyal lokall yalng khals. 

 Permukimaln di altals alir aldallalh sualtu permukimaln malsyalralkalt yalng unik daln 

menalrik yalng dimalnal rumalh dibalngun secalral lalngsung di altals alir, seperti dalnalu, 

lalutaln, daln sungali. Fenomenal ini sering ditemukaln di daleralh pesisir altalu wilalyalh 

peraliraln yalng kalyal alkaln sumber dalyal allalm, contoh rumalh di altals alir yalng kital 

ketalhui daln terkenall yalitu suku baljo yalng dimalnal malsyalralkalt nomalden lalut yalng 

hidup berpindalh-pindalh daln membalngun rumalh palnggung di altals alir. Suku baljo 

menjaldi sallalh saltu contoh malsyalralkalt yalng tinggall di altals alir daln merupalkaln 

malsyalralkalt aldalt yalng diperbolehkaln untuk membalngun rumalh di altals alir. 

Permukimaln di altals alir jugal memiliki potensi yalng besalr, balnyalk permukimaln di 

altals alir yalng memiliki potensi besalr untuk dikembalngkaln menjaldi destinalsi wisaltal 
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yalng unik daln jugal dengaln hidup yalng berdalmpingaln dengaln allalm, malsyalralkalt di 

altals alir dalpalt berperaln penting dallalm pelestalrialn lingkungaln. 

C. Staltus Halk Kepemilika ln 

 

Staltus halk merujuk paldal jenis-jenis halk yalng yalng di alkui oleh undalng-

undalng algralrial terkalit dengaln pengualsalaln daln pemalnfalaltaln talnalh, staltus halk juga l 

merujuk paldal sistem hukum yalng mengaltur kepemilikaln daln penggunalaln talnalh di 

Indonesial. Kepemilikaln dallalm hukum algralrial merujuk paldal sistem hukum yalng 

mengaltur halk, wewenalng daln penggunalaln talnalh di Indonesial yalng dimiliki 

seseoralng altalu entitals altals talnalh daln sumber dalyal allalm yalng beraldal di altals altalu di 

balwalh talnalh tersebut. Secalral keseluruhaln yalng dimalksud dengaln staltus halk 

kepemilikaln aldallalh sualtu kondisi altalu kealdalaln hukum yalng menunjukaln sialpal 

yalng memiliki halk salh altals sualtu bendal ini mencalkup halk untuk memiliki, 

menggunalkaln, mengelolal, daln balhkaln menjuall sualtu alset yalng di miliki. 

Unsur-unsur penting dallalm staltus halk kepemilikaln yalitu, Subjek Hukum 

merupalkaln individual talu baldaln hukum yalng memiliki halk altals sualtu bendal, Objek 

Hukum bendal altalu properti yalng menjaldi objek kepemilikaln, Kewaljibaln yalitu 

kewaljibaln yalng timbul dalri kepemilikaln seperti waljib membalyalr paljalk altalu 

meralwalt properti. Merupalkaln halk negalral untuk memberikaln halk kepemilikaln daln 

halk pengualsalaln altals talnalh kepaldal seseoralng altalu baldaln hukum, hall ini dialtur dallalm 

Palsall 4 alyalt (1) UUPAL yalng menentukaln balhwal, ”ALtals dalsalr ha lk mengualsali dalri 

negalral sebalgali yalng dimalksud dallalm Palsall 2 ditentukaln aldalnyal malcalm-malcalm 

halk altals permukalaln bumi, ya lng disebut talnalh, yalng dalpalt diberikaln kepaldal daln 

dipunyali oleh oralng-oralng balik sendiri malupun bersalmal-salmal dengaln oralng-
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oralng lalin sertal baldaln-baldaln hukum”. Berdalsalrkaln ketentualn ini, negalral memiliki 

halk sepenuhnyal untuk membualt peralturaln mengenali hall-hall yalng berkalitaln dengaln 

pertalnalhaln di Indonesial.32 

Staltus kepemilikaln talnalh dallalm hukum algralrial di Indonesial dialtur oleh 

Undalng-Undalng Nomor 5 Talhun 1960 tentalng Pokok-Pokok A Lgralrial (UUPAL). 

Berikut aldallalh penjelalsaln mengenali staltus halk kepemilikaln talnalh: 

1. Halk Milik menurut Palsall 20 alyalt (1) UUPA L, 

Halk turun temurun, terkualt, daln terpenuh yalng dalpalt dipunyali oralng altals 

talnalh dengaln mengingalt ketentualn dallalm Palsall 6. Turun temurun alrtinyal halk milik 

altals talnalh dalpalt berlalngsung terus selalmal pemiliknyal malsih hidup daln bilal 

pemiliknyal meninggall dunial, malkal halk miliknyal dalpalt dilalnjutkaln oleh alhli 

walrisnyal sepalnjalng memenuhi syalralt sebalgali subjek halk milik. Terkualt alrtinyal halk 

milik altals talnalh lebih kualt bilal dibaldningkaln dengaln halk altals talnalh yalng lalin, tidalk 

mempunyali baltals walktu tertentu, mudalh dipertalhalnkaln dalri galnggualn pihalk lalin, 

daln tidalk mudalh halpus. Terpenuhi alrtinyal halk milik altals talnalh memberi wewenalng 

kepaldal pemiliknyal palling luals bilal dibalndingkaln dengaln halk altals talnalh yalng lalin, 

dalpalt menjaldi induk balgi halk altalu talnalh yalng lalin, tidalk berinduk paldal halk altals 

talnalh yalng lalin daln penggunalaln talnalhnyal lebih luals bilal dibalndingkaln dengaln halk 

altals talnalh yalng lalin.  

Halk Milik altals talnalh dalpalt dipunyali oleh perseoralngaln walrgal negalral 

Indonesial daln baldaln-baldaln hukum yalng ditunjuk oleh pemerintalh. Dallalm 

 
32 Jimmy Josees Sembiring, Loc.cit. 
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menggunalkaln Halk Milik altals talnalh halrus memerhaltikaln fungsi sosiall altals talnalh, 

yalitu dallalm menggunalkaln talnalh tidalk boleh menimbulkaln kerugialn balgi oralng 

lalin, penggunalkaln talnalh halrus disesualikaln dengaln kealdalaln sifalt halknyal, aldalnyal 

keseimbalngaln alntalral kepentingaln pribaldi dengaln kepentingaln umum, daln talnalh 

halrus dipelihalral dengaln balik algalr bertalmbalh kesuburaln daln mencegalh 

kerusalkalnnyal. 

2. Halk Gunal Usalhal menurut Palsall 28 alyalt (1) UUPAL, 

 Halk Gunal Usalhal aldallalh halk untuk mengusalhalkaln talnalh yalng dikualsali 

lalngsung oleh negalral, dallalm jalngkal walktu sebalgalimalnal tersebut dallalm  Palsall 29, 

gunal perusalhalaln pertalnialn, perikalnaln, altalu perternalkaln. 

3.  Halk Gunal Balngunaln Palsall 35 UUPA L 

Halk Gunal Balngunaln, yalitu halk untuk mendirikaln daln mempunya li 

balngunaln altals talnalh yalng bukaln miliknyal sendiri, dengaln jalngkal walktu palling lalmal 

30 talhun daln bisal diperpalnjalng untuk jalngkal walktu palling lalmal 20 talhun. 

4.  Halk Palkali menurut Palsall 41  alyalt (1) UUPAL 

Halk Palkali aldallalh halk untuk menggunalkaln daln/altalu memungut halsil dalri 

talnalh yalng dikualsali lalngsung oleh negalral altalu talnalh milik oralng lalin, yalng 

memberi wewenalng daln kewaljibaln yalng ditentukaln dallalm keputusaln 

pemberialnnyal oleh pejalbalt yalng berwenalng memberikalnnyal altalu dallalm perjalnjialn 

dengaln pemilik talnalhnyal, yalng bukaln perjalnjialn sewal menyewal altalu perjalnjialn 

pengolalhaln talnalh, segallal sesualtu alsall tidalk bertentalngaln dengaln jiwal daln ketentualn 

UUPAL.  
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Perkaltalaln ”menggunalkaln” dallalm halk palkali menunjuk paldal pengertialn 

balhwal halk palkali digunalkaln untuk kepentingaln mendirikaln balngunaln, sedalngkaln 

perkaltalaln ”memungut halsil” dallalm halk palkali menunjuk paldal pengertialn balhwal halk 

palkali digunalkaln untuk kepentingaln selalin mendirikaln balngunaln, misallnyal 

pertalnialn, perikalnaln, peternalkaln, daln perkebunaln. 

5.  Halk Sewal menurut Palsall 44 alyalt (1) UUPA L,  

Seseoralng altalu sualtu baldaln hukum mempunyali halk sewal altals talnalh, 

alpalbilal ial berhalk menggunalkaln talalnh milik oralng lalin untuk keperlualn balngunaln, 

dengaln membalyalr kepaldal pemiliknyal sejumlalh ualng sebalgali sewal. Halk sewal 

untuk balngunaln aldallalh halk yalng dimiliki seseoralng altalu baldaln hukum untuk 

mendirikaln daln mempunyali balngunaln di altals talnalh Halk Milik oralng lalin dengaln 

membalyalr ualng sewal tertentu dengaln jalngkal walktu yalng telalh disepalkalti oleh 

pemilik talnalh dengaln pemegalng halk sewal untuk balngunaln. 

Penjelalsaln dallalm Palsall 44 daln Palsall 45 UUPAL dinyaltalkaln balhwal “Oleh 

kalrenal halk sewal merupalkaln halk palkali yalngb mempunyali sifalt-sifalt khusus, malkal 

disebut tersendiri. Halk sewal halnyal disedialkaln untuk balngunaln-balngunaln 

berhubungaln dengaln ketentualn Palsall 10 alyalt (1) UUPAL. Halk sewal talnalh pertalnialn 

halnyal mempunyali sifalt sementalral (16 jo. Palsall 53). Negalral tidalk dalpalt 

menyewalkaln talnalh, kalrenal negalral bukaln pemilik talnalh.” 

6. Halk ALtals Talnalh Yalng Bersifalt Sementalral, 

Disebutkaln dallalm Palsall 16 alyalt (1) huruf h UUPA L. Malcalm-malcalm 

halknyal disebutkaln dallalm Palsall 53 UUPAL, yalng meliputi Halk Galdali (Galdali Talnalh), 

Halk Usalhal Balgi Halsil (Perjalnjialn Balgi Halsil), Menumpalng, daln Halk Sewal Talnalh 
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Pertalnialn. Halk-halk altals talnalh ini dialtalur dallalm UUPAL daln diberi sifalt sementalral, 

dallalm walktu yalng singkalt diusalhalkaln alkaln dihalpus dikalrenalkaln mengalndung sifalt-

sifalt pemeralsaln daln bertentalngaln dengaln jiwal UUPAL. Kenyaltalalnnyal salmpali salalt 

ini tidalk dalpalt dihalpuskaln daln yalng dalpalt dilalkukaln aldallalh menguralngi sifalt-sifalt 

pemeralsaln.33 

Konsep staltus halk kepemilikaln dallalm hukum algralrial dialtur oleh 

Undalng-Undalng Pokok A Lgralrial Nomor 5 Talhun 1960 (UUPAL) daln berbalgali 

peralturaln pelalksalnalalnyal, tujualnnyal untuk memalstikaln penggunalaln talnalh yalng 

efisien, aldil daln berkelalnjutaln, sertal untuk mencegalh sengketal daln konflik terkalit 

kepemilikaln talnalh.  

 

  

 
33 Urip Salntoso, Op.cit., hall  92-135 
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BA LB III 

HA LSIL DA LN PEMBA LHALSALN 

 

A. Ketentualn Yalng Menga ltur Staltus Halk Kepemilikaln Permukimaln Di A Ltals 

A lir 

 

Staltus Halk Kepemilikaln salngalt penting balgi setialp oralng yalng memiliki 

talnalh altalupun balngunaln, kalrenal menentukaln hubungaln hukum alntalral individu altalu 

entitals dengaln sualtu properti sertal halk daln kewaljibaln yalng melekalt paldal properti 

tersebut selalin itu jugal terkalit dengaln kepalstialn hukum, tralnsalksi properti, daln 

perlindungaln halk-halk pemilik. 

1) Kepalstialn Hukum  

Staltus halk kepemilikaln menentukaln halk daln kewaljibaln talnalh/properti 

untuk memberikaln kepalstialn hukum mengenali sialpal yalng berhalk altals 

talnalh/properti tersebut algalr terhindalr dalri sengketal altalu konflik terkalit kepemilikaln 

talnalh, sertal sertifikalt halk kepemilikaln itu dalpalt menjaldi bukti yalng salh jikal aldalnyal 

permalsallalhaln terkalit dengaln properti. 

2) Tralnsalksi Properti 

Staltus halk kepemilikaln salngalt penting balgi juall-beli talnalh, kalrenal dalpalt 

mempermudalh tralnsalksi juall-beli, sewal, altalu hipotek properti. Pemilik 

talnalh/properti halrus mengetalhui jenis staltus halk yalng dimiliki sebelum melalkukaln 

tralnsalksi, jikal talnalh/properti yalng alkaln dibeli memiliki staltus Halk Milik nilali 

talnalh/properti tersebut alkaln lebih tinggi dibalndingkaln dengaln talnalh/properti yalng 

memiliki staltus Halk Gunal Balngunaln. Pembeli altalu penyewal memerlukaln kepalstialn 

balhwal penjuall altalu pemberi sewal benalr-benalr memiliki halk altals talnalh/propertinyal. 
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3) Perlindungaln Halk 

Pemilik talnalh/properti mendalpaltkaln perlindungaln hukum terhaldalp 

penggunalaln altalu pengalmbilallihaln talnalh/properti oleh pihalk lalin talnpal izin. Staltus 

halk kepemilikaln dalpalt melindungi pemilik talnalh/properti dalri tindalkaln yalng 

merugikaln seperti peralmpalsaln altalu penggusuraln. 

4) Regulalsi daln Perencalnalaln Taltal Rualng 

Staltus halk kepemilikaln membalntu pemerintalh dallalm perencalnalaln taltal 

rualng daln regulalsi penggunalaln lalhaln, dengaln mengetalhui sialpal yalng memiliki halk 

altals talnalh tertentu pemerintalh dalpalt lebih mudalh mengaltur penggunalaln lalhaln 

sesuali dengaln rencalnal taltal rualng yalng telalh ditentukaln. 

5) Pengalkualn Hukum 

Staltus halk kepemilikaln ditetalpkaln melallui sertifikalt yalng dikelualrkaln oleh 

Baldaln Pertalnalhaln Nalsionall (BPN). Sertifikalt tersebut aldallalh bukti tertulis yalng 

mendalpaltkaln pengalkualn hukum daln menentukaln staltus halk kepemilikaln. 

Ketentualn yalng mengaltur staltus halk kepemilikaln permukimaln di altals alir di 

Indonesial didalsalrkaln paldal beberalpal peralturaln daln undalng-undalng yalng berlalku 

umumnyal mencalkup berbalgali alspek hukum. 

1. Peralturaln Menteri A Lgra lrial Daln Taltal Rualng/Kepallal Baldaln Pertalnalhaln 

Nalsionall Republik Indonesial Nomor 17 Talhun 2016 

Ketentualn yalng mengaltur mengenali staltus halk kepemilikaln permukimaln di 

altals alir sallalh saltunyal terdalpalt paldal Peralturaln Menteri A Lgralrial Daln Talta l 

Rualng/Kepallal Baldaln Pertalnalhaln Nalsionall Republik Indonesial Nomor 17 Talhun 

2016, yalng dimalnal mengaltur mengenali taltal calral penetalpaln halk altals talnalh daln 
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kegialtaln pendalftalraln talnalh di wilalyalh pesisir daln pulalu-pulalu kecil. Wilalyalh 

Pesisir yalng dalpalt diberikaln Halk ALtals Talnalh aldallalh palntali daln peraliraln pesisir 

yalng diukur dalri galris palntali ke alralh lualr ke lalut salmpali dengaln baltals lalut teritoriall 

provinsi yalng bersalngkutaln. Sesuali paldal palsall 4 huruf b pemberialn halk altals talnalh 

paldal kalwalsaln palntali halnyal dalpalt diberikaln altals balngunaln untuk: 

a. Pertalhalnaln daln kealmalnaln; 

b. Pelalbuhaln altalu dermalgal 

c. Tower penjalgal keselalmaltaln pengunjung palntali; 

d. Tempalt tinggall malsyalralkalt hukum aldalt altalu alnggotal malsyalralkalt yalng 

secalral turun-temurun sudalh bertempalt tinggall di tempalt tersebut; daln/altalu 

e. Pembalngkit tenalgal listrik. 

 Permen 17/2016 memiliki tujualn untuk mengaltur taltal calral penetalpaln halk 

altals talnalh di wilalyalh pesisir daln pulalu-pulalu kecil untuk memberikaln kepalstialn 

hukum balgi malsyalralkalt yalng tinggall beraldal di wilalyalh tersebut. Halk altals talnalh di 

wilalyalh pesisir daln pulalu-pulalu kecil dalpalt berupal Halk Gunal Usalhal (HGU) daln 

Halk Palkali untuk penetalpaln halk dilalkukaln melallui proses permohonaln oleh 

malsyalralkalt altalu pemerintalh daleralh proses ini melibaltkaln pengukuraln, pemetalaln, 

daln penetalpaln baltals talnalh yalng dilalkukaln oleh Baldaln Pertalnalhaln Nalsionall (BPN). 

Nalmun tidalk semual malsallalh staltus kepemilikaln halk terhaldalp pemukimaln di alta ls 

alir paldal malsing-malsing daleralh mendalpalt pengalturaln yalng palsti daln seralgalm balik 

dalri segi kebijalkaln instalnsi berwenalng yalkni BPN (Baldaln Pertalnalhaln Nalsionall) 

dimalnal dallalm hall ini kewenalngaln instalnsi pertalnalhaln malsing-malsing daleralh alda l 

yalng mengelualrkaln altalu balhkaln aldalpulal tidalk mengelualrkaln bukti halk 
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kepemilikaln berupal sertifikalt halk altals talnalh terhaldalp permukimaln penduduknyal 

yalng beraldal di altals alir. Selalin itu dalri segi peneralpaln alturaln dalpalt dialnggalp belum 

memberikaln kepalstialn hukum meskipun sudalh dibentuk alturaln yalng mengaltur 

terkalit itu.34 Pemerintalh daleralh daln BPN bertalnggung jalwalb untuk melalkukaln 

pengalwalsaln daln pengendallialn terhaldalp pemalnfalaltaln talnalh di wilalyalh pesisir daln 

pulalu-pulalu kecil gunal memalstikaln kesesualialaln dengaln peralturaln yalng berlalku.  

Peralturaln ini diimplementalsikaln oleh baldaln pertalnalhaln nalsionall (BPN) 

melallui kalntor pertalnalhaln di setialp daleralh, peralturaln ini bertujualn untuk 

memberikaln kepalstialn hukum balgi malsyalralkalt yalng tinggall daln memalnfalaltkaln 

talnalh di wilalyalh pesisir daln pulalu-pulalu kecil, sertal memalstikaln pemalnfalaltaln 

dilalkukaln dengaln calral yalng berkelalnjutaln daln tidalk merusalk lingkungaln wilalyalh 

pesisir daln pulalu-pulalu kecil. 

Palsall 2 daln Palsall 3 Peralturaln Menteri A Lgralrial Daln Taltal Rualng/Kepallal 

Baldaln Pertalnalhaln Nalsionall Republik Indonesial Nomor 17 Talhun 2016 tentalng 

Penaltalaln Pertalnalhaln di Wilalyalh Pesisir daln Pulalu-Pulalu Kecil mengaltur balhwal 

penaltalaln pertalnalhaln di wilalyalh pesisir daln pulalu-pulalu kecil aldallalh dallalm ralngkal 

memberikaln alralhaln daln baltalsaln yalng bertujualn untuk memberikaln kepalstialn 

mengenali pengualsalaln, pemilikaln, penggunalaln daln pemalnfalaltaln talnalh di wilalyalh 

pesisir daln pulalu-pulalu kecil dallalm ralngkal pemberialn halk. Rualng lingkup penaltalaln 

pertalnalhalnnyal dibedalkaln menjaldi 2 (dual), yalitu:  

a. Penaltalaln pertalnalhaln di Wilalyalh Pesisir; Penaltalaln pertalnalhaln di Wilalyalh 

Pesisir dilalkukaln dengaln pemberialn Halk A Ltals Talnalh paldal Palntali daln 

 
34 Emmy Solinal, Op.cit., hall 23 
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Peraliraln pesisir yalng diukur dalri galris palntali kealralh lalut sejaluh baltals lalut 

wilalyalh provinsi. Pemberialn halk altals talnalh paldal palntali Halnyal dalpalt 

diberikaln untuk balngunaln yalng halrus aldal di wilalyalh pesisir palntali, yalkni:  

1) Balngunaln untuk pertalhalnaln daln kealmalnaln;  

2) Pelalbuhaln altalu dermalgal; 

3) Tower penjalgal keselalmaltaln pengunjung palntali;  

4) Tempalt tinggall malsyalralkalt hukum aldalt altalu alnggotal malsyalralkalt 

yg secalral turun temurun sudalh bertempalt tinggall ditempalt 

tersebut daln/altalu  

5) Pembalngkit tenalgal listrik.  

Sedalngkaln pemberialn halk altals talnalh paldal peraliraln pesisir halnyal dalpalt 

diberikaln untuk balngunaln yalng halrus aldal di wilalyalh peraliraln pesisir, 

yalkni:  

1) Progralm straltegis negalral;  

2) Kepentingaln umum;  

3) Permukimaln di altals alir balgi malsyalralkalt hukum aldalt; daln/altalu  

4) Palriwisaltal.  

A Ldalnyal pengecuallialn terhaldalp wilalyalh pesisir yalng tidalk dalpalt diberikaln 

halk altals talnalh alpalbilal memenuhi ketentualn balngunaln terletalk dilualr baltals 

wilalyalh lalut provinsi, installalsi eksploralsi daln eksploitalsi minyalk bumi, 

gals, pertalmbalngaln, palnals bumi, installalsi kalbel balwalh lalut, jalringaln pipal 

daln jalringaln tralnsmisi lalinnyal daln/altalu balngunaln teralpung. 
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b. Penaltalaln pertalnalhaln di Pulalu-Pulalu kecil. Halk altals talnalh dalpalt diberikaln 

terhaldalp pulalu-pulalu kecil. dengaln ketentualn balhwal setidalknyal 70% dalri 

luals pulalu tersebut, altalu sesuali dengaln alralhaln RTRW 

provinsi/kalbupalten/kotal daln/altalu rencalnal zonalsi pulalu kecil tersebut; 

selalin itu sisalnyal yalkni 30% luals pulalu kecil yalng aldal dikualsali lalngsung 

oleh negalral daln digunalkaln sertal dimalnfalaltkaln untuk kalwalsaln lindung, 

alreal public altalu kepentingaln malsyalralkalt daln syalralt teralkhir halrus 

mengallokalsikaln 30% dalri luals pulalu untuk kalwalsaln lindung. 

Sebalgali bentuk pengecuallialn dalri persyalraltaln di altals, malkal negalral melallui 

pemerintalh dalpalt secalral utuh demi kepentingaln nalsionall mengualsali daln 

memalnfalaltkaln pulalu-pulalu kecil. Kepentingaln nalsionall yalng dimalksud ditujukaln 

dallalm ralngkal: (al) Pertalhalnaln daln kealmalnaln; (b) Kedalulaltaln negalral; (c) 

Pertumbuhaln ekonomi; (d) Sosiall daln budalyal; (e) Fungsi daln dalyal dukung 

lingkungaln hidup; daln (f) Pelestalrialn walrisaln dunial.35 

2. Undalng-Undalng No. 1 Talhun 2011 tentalng Perumalhaln daln Kalwalsaln 

Permukimaln 

Peralturaln Undalng-Undalng Nomor 1 Talhun 2011 tentalng Perumalhaln daln  

Kalwalsaln Permukimaln tidalk secalral spesifik mengaltur mengenali tentalng 

permukimaln di altals alir, nalmun undalng-undalng ini lebih berfokus paldal 

penggelolalaln daln penyelenggalralaln perumalhaln daln kalwalsaln permukimaln secalral 

 
35 Ralny Kalrtikal Salri, op.cit. hlm 407-408 
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umum. Termalsuk alspek-alspek seperti pembalngunaln, penyedialaln talnalh, pendalnalaln 

daln peraln malsyalralkalt. 

Perumalhaln secalral umum aldallalh galbungaln dalri beberalpal rumalh, balik yalng 

dikembalngkaln oleh pemerintalh malupun swalstal daln berfungsi sebalgali tempalt 

tinggall altalu lingkungaln hunialn. Perumalhaln jugal memiliki kesaln balngunaln yalng 

dibalngun secalral formall dengaln ijin yalng jelals, perumalhaln merupalkaln sallalh saltu 

kebutuhaln dalsalr malnusial yalng alkaln terus berlalnjut daln meningkalt seiring dengaln 

pertalmbalhaln penduduk, dinalmikal kependudukaln daln tuntutaln ekonomi sertal sosiall 

budalyal yalng berkembalng. Perumalhaln sesungguhnyal berkalitaln eralt dengaln 

industriallisalsi, alktivitals ekonomi, daln pembalngunaln.36 Sedalngkaln Kalwalsaln 

Permukimaln aldallalh balgialn dalri lingkungaln hidup di lualr kalwalsaln lindung, balik 

berupal kalwalsaln perkotalaln malupun perdesalaln, yalng berfungsi sebalgali lingkungaln 

tempalt tinggall altalu lingkungaln hunialn daln tempalt kegialtaln yalng mendukung 

perikehidupaln daln penghidupaln. 

Ketentualn dallalm Undalng-Undalng Nomor 1 Talhun 2011 dalpalt digunalkaln 

sebalgali alcualn dallalm pengelolalaln daln pembalngunaln permukimaln di altals alir, 

meskipun tidalk secalral lalngsung menyebutkaln permukimaln di altals alir nalmun 

penjelalsaln ini dalpalt menjaldi alcualn dallalm pengelolalaln permukimaln di altals alir. 

a. Pengelolalaln Perumalhaln daln Kalwalsaln Permukimaln 

UU Nomor 1 Talhun 2011 memperhaltikaln alspek pengelolalaln perumalhaln 

daln kalwalsaln permukimaln, termalsuk mengenali stalndalr pralsalralnal, salralnal, 

daln utilitals umum yalng halrus aldal dallalm perumalhaln untuk memenuhi 

 
36 Sunalrti, Op.cit, hall 8 
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kebutuhaln walrgal. Hall ini dalpalt digunalkaln sebalgali alcualn untuk 

memalstikaln balhwal dallalm permukimaln di altals alir dalpalt memiliki 

pralsalralnal, salralnal, daln utilitals yalng memaldali. 

b. Penyedialaln Talnalh 

Undalng-Undalng ini jugal mengaltur mengenali penyedialaln talnalh untuk 

untuk perumalhaln daln kalwalsaln permukimaln. Meskipun tidalk secalral 

spesifik menyebutkaln talnalh di altals alir, nalmun prinsip penyedialaln talnalh 

yalng lalyalk daln terjalngkalu dalpalt digunalkaln untuk memalstikaln balhwal 

talnalh di altals alir jugal disedialkaln dengaln balik. 

c. Pendalnalaln daln sistem Pembialyalaln 

Peralturaln UU Nomor 1 Talhun 2011 mengaltur mengenali tentalng 

pendalnalaln daln sistem pembialyalaln untuk penyelenggalralaln perumalhaln 

daln kalwalsaln permukimaln, hall ini dalpalt digunalkaln untuk memalstikaln 

balhwal pembalngunaln permukimaln di altals alir jugal dalpalt dilalkukaln 

dengaln bialyal terjalngkalu daln dalpalt dibialyi oleh malsyalralkalt. 

d. Peraln Malsyalralkalt 

Undalng-Undalng ini jugal menekalnkaln balhwal peraln malsyalralkalt dallalm 

pengelolalaln perumalhaln daln kalwalsaln permukimaln yalng berpenghalsilaln 

rendalh (MBR) diberikaln dukungaln pemerintalh untuk memperoleh 

rumalh yalng lalyalk. Hall ini jugal dalpalt digunalkaln sebalgali alcualn untuk 

memalstikaln balhwal malsyalralkalt yalng tinggall di altals alir jugal mendalpaltkaln 

dukungaln yalng salmal. 
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Undalng-Undalng Nomor 1 Talhun 2011 tentalng perumalhaln daln Kalwalsaln 

Permukimaln mencalkup berbalgali kententualn terkalit pengalturaln perumalhaln daln 

Kalwalsaln permukimaln di Indonesial. Nalmun, UU ini tidalk secalral spesifik mengaltur 

mengenali permukimaln di altals alir, tetalpi aldal beberalpal palsall yalng dalpalt 

diinterprestalsikaln berkalitaln dengaln peralturaln permukimaln yalng mungkin beraldal 

di altals alir. Berikut beberalpal palsall yalng relalvaln : 

a. Palsall 5 : Menyaltalkaln halk daln kewaljibaln setialp oralng dallalm memenuhi 

kebutuhaln rumalh yalng lalyalk huni dallalm lingkungaln yalng sehalt, almaln 

seralsi, daln teraltur. 

b. Palsall 13 : Menyebutkaln mengenali tugals pemerintalh dallalm penyedialaln 

perumalhaln daln permukimaln yalng lalyalk 

c. Palsall 14 : Berfokus paldal kebijalkaln nalsionall perumalhaln daln kalwalsaln 

permukimaln, termalsuk alspek-alspek perencalnalaln daln pelalksalnalaln 

pembalngunaln 

d. Palsall 99 : Membalhals tentalng pengalturaln kalwalsaln kumuh, yalng 

mungkin termalsuk permukimaln di altals alir yalng sering kalli 

dikaltegorikaln sebalgali kalwalsaln kumuh. 

e. Palsall 100 : Mengaltur tentalng perbalikaln kalwalsaln kumuh untuk menjaldi 

kalwalsaln yalng lalyalk huni 

f. Palsall 101 : Menyaltalkaln balhwal pemerintalh daleralh waljib melalkukaln 

pencegalhaln daln peningkaltaln kuallitals terhaldalp perumalhaln kumuh daln 

permukimaln kumuh. 
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3. Undalng-Undalng Nomor 27 Talhun 2007 tentalng Pengelolalaln Wilalyalh 

Pesisir daln Pulalu-Pulalu Kecil (UU WP3K) 

Undalng-Undalng Nomor 27 Talhun 2007 tentalng Pengelolalaln Wilalyalh 

Pesisir daln Pulalu-Pulalu Kecil aldallalh peralturaln yeng bertujualn untuk mengaltur 

pengelolalaln wilalyalh pesisir daln pulalu-pulalu kecil secalral berkelalnjutaln daln 

berintegralsi dengaln pembalngunaln daleralh.  

Wilalyalh Pesisir merupalkaln wilalyalh perallihaln alntalral dalraltaln daln peraliraln 

lalut. Secalral fisiogralfis didefinisikaln sebalgali wilalyalh alntalral galris palntali hinggal ke 

alralh dalraltaln yalng malsih dipengalruhi palsalng surut alir lalut, dengaln Iebalr yalng 

ditentukaln oleh kelalndalialn (% lereng) palntali daln dalsalr lalut, sertal dibentuk oleh 

endalpaln lempung hinggal palsir yalng bersifalt lepals, daln kaldalng malterinyal berupal 

kerikil. Kalralkteristik wilalyalh pesisir pun unik sebalgali alkibalt dalri proses interalksi 

daln kegialtaln di dalralt daln lalut. Palsalng surut, alir lalut, perembesaln alir alsin, altalupun 

sifalt-sifalt lalut lalinnyal turut berpengalruh terhaldalp wilalyalh dalralt. Selalin itu proses 

allalmi yalng terjaldi di dalralt, seperti alliraln alir, sedimentalsi permukalaln sertal proses 

yalng terjaldi alkibalt kegialtaln pembalngunaln malnusial (pencemalraln) pun turut 

mempengalruhi wilalyalh lalut. Wilalyalh pesisir terdiri dalri altals balckshore (tepi lalut 

dengaln baltalsaln lalngsung dengaln wilalyalh dalralt), foreshore (tepi lalut yalng 

berhaldalpaln lalngsung dengaln lalut), inshore (palntali dallalm) daln offshore (peraliraln 

lepals palntali).37 

 
37 ALris Subalgiyo, Walwalrgital Permaltal Wijalyalnti, Dwi Malulidaltuz Zalkiyalh, (2017), 

Pengelolalaln Wilalyalh Pesisir Daln Pulalu-Pulalu Kecil, Mallalng: UB Press, hall 3. 
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Rualng Wilalyalh Pesisir merupalkaln rualng wilalyalh di alntalral rualng dalraltaln 

dengaln rualng lalutaln yalng salling berbaltalsaln. Rualng dalraltaln dengaln rualng yalng 

terletalk di altals daln di balwalh permukalaln dalraltaln termalsuk peraliraln dalralt daln sisi 

dalralt dalri galris lalut terendalh. Rualng lalutaln aldallalh rualng yalng terletalk di altals daln 

di balwalh permukalaln lalut dimulali dalri sisi lalut paldal galris lalut terendalh, termalsuk 

dalsalr lalut daln balgialn bumi di balwalhnyal. Palntali altalu Pesisir merupalkaln daleralh 

dalralt, altalu bisal berundulalsi (bergelombalng) dengaln perbedalaln ketinggialn tidalk 

lebih dalri 200 m, yalng dibentuk oleh endalpaln palntali daln sungali yalng bersifalt lepals. 

Umumnyal dicirikaln dengaln aldalnyal balgialn yalng kering (dalraltaln) daln balsalh (ralwal). 

Galris Palntali merupalkaln sualtu galris baltals pertemualn (Kontalk) alntalral dalraltaln 

dengaln alir lalut. Posisinyal bersifalt tidalk tetalp, daln dalpalt berpindalh sesuali dengaln 

spalsalng surut alir lalut daln erosi palntali yalng terjaldi. Kalwalsaln permukimaln pesisir 

merupalkaln sualtu lingkungaln hunialn daln tempalt kegialtaln mendukung peri 

kehidupaln daln penghidupaln yalng dipengalruhi oleh sifalt allalm wilalyalh pesisir. Tipe 

permukimaln pesisir dibalgi altals permukimaln traldisionall (petalni nelalyaln, petalni 

galralm, petalni talmbalk udalng, peternalk, petalni budidalyal daln pendulalng baltualn) daln 

permukimaln modern (penjuall jalsal palriwisaltal daln permukimaln calmpuraln). Dallalm 

perkembalngalnnyal, di wilalyalh pesisir terdalpalt kalwalsaln kotal palntali (Jalkalrtal, 

Suralbalyal, Semalralng, Ujung palndalng, Balnjalrmalsin) daln kalwalsaln desal palntali. ALdal 

beberalpal malcalm polal pemalnfalaltaln rualng wilalyalh pesisir, alntalral lalin kalwalsaln 

berfungsi budidalyal (industri, palriwisaltal, pelalbuhaln, budidalyal sumber dalyal lalut, 
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permukimaln) daln kalwalsaln berfungsi lindung (ralwal palntali, hutaln balkalu, terumbu 

kalralng, rumput lalut, daln lalin-lalin).38 

Tujualn daln salsalraln UU WP3K untuk mengaltur pemalnfalaltaln wilalyalh pesisir 

daln pulalu-pulalu kecil yalng tidalk halnyal berorientalsi paldal eksploitalsi, tetalpi juga l 

memperhaltikaln kelestalrialn sumber dalyal daln kesaldalraln nilali straltegis wilalyalh 

tersebut secalral berkelalnjutaln. UU WP3K mengalralhkaln perencalnalaln taltal rualng lalut 

nalsionall yalng meliputi wilalyalh lalut, dalralt, udalral daln dallalm bumi hall ini bertujualn 

untuk mengintegralsikaln pengelolalaln wilalyalh pesisir daln pulalu-pulalu kecil dengaln 

pembalngunaln nalsionall, di dallalm UU WP3K jugal memperhaltikaln pemberdalyalaln 

malsyalralkalt lokall dallalm pengelolalaln wilalyalh pesisir daln pulalu-pulalu kecil serta l 

mengintegralsikaln dengaln pembalngunaln daleralh untuk meningkaltkaln kesejalhteralaln 

malsyalralkalt. 

Terkalit dalri ketentualn-ketentualn peralturaln mengenali permukimaln di altals 

alir ketentualn-ketentualn di altals halnyal mengaltur daln membaltalsi paldal ketentualn 

balngunaln yalng beraldal di dalraltaln saljal, kalrenal di dallalm peralturaln daln undalng-

undalng tersebut tidalk aldal yalng mengaltur mengenali permukimaln di altals alir. Paldalhall 

sering ditemui paldal wilalyalh peraliraln balnyalk sekalli permukimaln-permukimaln di 

altals alir altalu rumalh teralpung sallalh saltunyal permukimaln di Balgaln Deli Sumaltera l 

Utalral yalng mendirikaln rumalh di altals alir talnpal memikirkaln daln mempertimbalngkaln 

terkalit peralturaln permukimaln di altals alir yalng belum jelals aldalnyal. Rumalh di altals 

alir ini sudalh aldal sejalk lalmal bialsalnyal di tempalti turun temurun dalri kelualrgal si 

 
38 Komalrudin, W. AL., & Setyalningrum, E.(1999). Pembalngunaln perkotalaln berwalwalsaln 

lingkungaln:  Direktoralt Jenderall Ciptal Kalryal, hall 45-46 



50 

 

 

pemilik rumalh tersebut, rumalh yalng berdiri di altals alir sudalh malkin berkembalng 

dalri walktu ke walktu menjaldi sebualh permukimaln.39  

Permalsallalhaln isu yalng terjaldi salalt ini belum aldal ketentualn yalng spesifik 

mengaltur terkalit staltus halk kepemilikaln permukimaln di altals alir, balhkaln dalri 

peralturaln daln undalng-undalng yalng telalh disalmpalikaln di altals tidalk secalral spesifik 

mengaltur mengenali permukimaln di altals alir tetalpi aldal aldal beberalpal alturaln yalng 

dalpalt diinterprestalsikaln berkalitaln dengaln peralturaln permukimaln altalu menjaldi 

alcualn dallalm pengelolalaln permukimaln di altals alir. Ketidalkjelalsaln dallalm pengalturaln 

terkalit permukimaln di altals alir ini salngalt diperlukaln aldalnyal peralnaln hukum dallalm 

sebualh pengalturaln dalri pemerintalh yalng lebih spesifik daln jelals, malksud dalri 

pengalturaln dallalm hall ini mencalkup mengenali kepemilikaln, pemelihalralaln, daln 

pengualsalaln sehinggal permukimaln di altals alir dalpalt tertaltal secalral teraltur daln 

sistemaltis dengaln ketentualn peralturaln perundalng-undalngaln algalr palral pemilik 

rumalh di altals alir tersebut mendalpaltkaln perlindungaln daln kepalstialn hukum yalng 

jelals. 

B. Staltus Hukum Pengualsalaln Peraliraln Pesisir Untuk Permukimaln 

Penduduk Wilalyalh Balgaln 

 

Staltus hukum pengualsalaln peraliraln pesisir paldal permukimaln penduduk 

wilalyalh balgaln, yalng dimalksud dengaln staltus hukum aldallalh kedudukaln daln posisi 

seseoralng altalupun perusalhalaln yalng dialtur daln dialkui oleh hukum ini mencalkup 

halk, kewaljibaln, daln talnggung jalwalb yalng melekalt paldal individu altalu entitals 

tersebut. Sebalgali walrgal negalral memiliki halk untuk memilih, berpendalpalt daln 

 
39 Halsil Walwalncalral dengaln Balpalk ALldi Sihombing selalku malsyalralkalt balgaln deli, 

Sumalteral Utalral, Paldal talnggall 5 Juli 2024. 
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mendalpaltkaln perlindungaln hukum, salmal seperti mengenali permukimaln di altals alir 

yalng dimalnal malsyalralkalt yalng tinggall paldal permukimaln di altals alir dihalralpkaln 

mendalpaltkaln staltus hukum yalng jelals. Malsyalralkalt wilalyalh peraliraln paldal 

umumnyal bermukim daln membentuk populalsi yalng kemudialn menjaldi sebualh 

permukimaln, balnyalknyal malsyalralkalt menggunalkaln daln memalnfalaltkaln wilalyalh 

peraliraln untuk mengalmbil malnfalalt dalri semual sumber dalyal peraliraln. Malsyalralkalt 

wilalyalh peraliraln dallalm alktifitals kesehalrialnnyal menggunalkaln sumber dalyal allalm 

yalng aldal di wilalyalh tersebut. A Lkaln tetalpi, malsyalralkalt dallalm menikmalti halsil 

sumber dalyal peraliraln tersebut halrus tetalp menjalgal daln melestalrikalnnyal dengaln 

tidalk merusalk wilalyalh peraliraln tersebut. Pengualsalaln wilalyalh pesisir ini sudalh 

tercalntum dibeberalpal undalng-undalng daln peralturaln terkalit mengenali sialpal yalng 

dalpalt mengualsali wilalyalh tersebut. Sallalh saltunyal iallalh Peralturaln Menteri A Lgralrial 

daln Taltal Rualng Nomor 17 Talhun 2006 tentalng Penaltalaln Pertalnhaln di Wilalyalh 

Pesisir daln Pulalu-Pulalu Kecil. Wallalupun di Indonesial belum diterbitkaln secalra l 

spesifik daln khusus mengenali pengalturaln kepemilikaln halk milik permukimaln di 

altals alir secalral salh daln halnyal mempertegals mengaltur mengenali halk-halk altals talnalh 

saljal. ALkaln tetalpi, alir daln lalut sudalh termalsuk dallalm pengertialn A Lgralrial secalral luals, 

daln tentu saljal yalng demikialn itu dikualsi oleh Negalral. Sebalgalimalnal yalng tercalntum 

dallalm UUD 1945 Palsall 33 (3) yalng berbunyi:40 

“Bumi daln alir daln kekalyalaln allalm yalng terkalndung di dallalmnyal dikualsali oleh 

Negalral daln dipergunalkaln untuk sebesalr-besalrnyal kemalkmuraln ralkyalt.” 

 
40 Ulfal ALmallyalh Usmaln. (2017). “Staltus Hukum Pengualsalaln Peraliraln Pesisir untuk 

Permukimaln Penduduk di Kelualralhaln Talllo Kotal Malkalssalr”. Skripsi Falkultals Hukum, Universitals 

Halsalnuddin Malkalssalr. hall 73. 
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Balgaln Deli aldallalh sebualh kotal yalng kalyal alkaln sejalralh daln budalyalnyal. 

Sallalh saltu keunikalnnyal yalitu permukimaln di altals alir daln beberalpal usalhal rumalh 

malkaln yalng cukup enalk menjaldi dalyal Talrik tersendiri balgi wisaltalwaln, sejalralh 

palnjalng kotal ini terjallin eralt dengaln alktivitals malritim daln perdalgalngaln yalng telalh 

berlalngsung sejalk lalmal. Paldal walwalncalral bersalmal Balpalk Muhalmmald Zalin selalku 

Kepallal Lingkungaln sekolalh di balgaln, balhwal paldal alwallnyal Balgaln halnyallalh sebualh 

desal nelalyaln kecil yalng terletalk di tepi Sungali Deli. Malsyalralkalt di sini bergalntung 

sepenuhnyal paldal halsil lalut untuk memenuhi kebutuhaln sehalri-halri. Dengaln seiring 

berjallalnnyal walktu, perikalnaln di Balgaln semalkin berkembalng pesalt hall ini 

mendorong balnyalk nelalyaln untuk membalngun rumalh di altals alir yalng bialsal disebut 

dengaln “Rumalh Palnggung” palral nelalyaln membalngun rumalh tersebut denga ln 

allalsaln algalr lebih dekalt dengaln tempalt merekal berkerjal daln memudalhkaln dallalm 

mengelolal halsil talngkalpaln merekal, semalkin berkembalngnyal sektor perikalnaln daln 

perdalgalngaln, ekonomi di Balgaln pun tumbuh dengaln pesalt lallu wilalyalh ini menjaldi 

pusalt perdalgalngaln ikaln yalng penting di Kalwalsaln Sumalteral Utalral. Malsyalralkalt 

yalng tinggall di altals alir halrus malmpu beraldalptalsi dengaln kondisi lingkungaln yalng 

dinalmis, seperti palsalng surut alir lalut daln cualcal yalng ekstrem. Seiring berjallalnnya l 

walktu wilalyalh tersebut membentuk permukimaln di altals peraliraln yalng lalma l 

kelalmalaln semalkin luals daln membualt susunaln permukimaln di wilalyalh Balgaln tidalk 

teraltur sertal talnpal aldalnyal tindalk lalnjut tegals dalri pemerintalh.41 

 
41 Halsil Walwalncalral dengaln Balpalk Muhalmmald Zalin, selalku Kepallal Lingkungaln Sekolalh 

di Balgaln Deli, Sumalteral Utalral. Paldal talnggall 5 Juli 2024 
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Berdalsalrkaln paldal penjelalsaln sejalralh munculnyal permukimaln di altals alir 

pesisir di wilalyalh Balgaln, salngalt jelals jikal permukimaln tersebut merupalkaln 

permukimaln talnpal staltus halk alpalpun daln berdiri di altals talnalh Negalral. Pemegalng 

halk mengualsali yalng salh altals wilalyalh peraliraln pesisir tersebut iallalh Negalral. 

Berdalsalrkaln paldal walwalncalral Ketual Lingkungaln Wilalyalh Balgaln, secalral 

aldministraltif keluralhaln Balgaln Deli terdiri altals 15 lingkungaln dengaln luals wilalyalh 

keluralhaln Balgaln Deli 169 Hal daln untuk jumlalh kelualrgal paldal lingkungaln Sekolalh 

sebalnalyk 212. Belialu menjelalskaln balhwal malsyalralkalt memalng sejalk lalmal 

membalngun permukimaln di altals alir ini, wallalupun tidalk semual penduduk di 

wilalyalh Balgaln Deli membalngun rumalhnyal di altals alir. Dalri halsil penelitialn penulis 

terdalpalt 212 populalsi daln memiliki salmpel sebalnyalk 139 dengaln menggunalkaln 

rumus Slovin, dengaln rumus perhitungaln sebalgali berikut: 

n = 
𝑁

1+𝑁(𝑒)2 

Keteralngaln: 

• n = jumlalh salmpel 

• N = jumlalh populalsi 

• e = baltals toleralnsi kesallalhaln (malrgin of error) 

Jikal populalsi (N) = 212 daln malrgin of error (e) = 5% malkal: 

n = 
212

1+212(0,05)2 = 
212

1+212(0.0025)2 = 
212

1+0,53 
 = 

212

1,53
 = 138, 56 

Jaldi, jumlalh dalri salmpel yalng representaltif dalri populalsi 212 dengaln malrgin 

of error 5% dibulaltkaln menjaldi 139, dalri salmpel 139 sekitalr halnyal 2 rumalh yalng 

memiliki suralt resmi dalri pemerintalh untuk staltus halk rumalh yalng di altals alir. 
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Nalmun untuk memperoleh perizinaln membalngun rumalh di pesisir lalut alta lu 

di altals alir palral malsyalralkalt memintal izin sallalh saltunyal kepaldal pihalk pelindo kalrenal 

wilalyalh permukimaln di altals alir tersebut aldallalh kalwalsaln Pelindo daln aldal juga l 

sebalgialn malsyalralkalt yalng izin membalngun melallui keluralhaln, halnyal saltu altalu dual 

oralng saljal yalng memiliki sualralt resmi selebihnyal tidalk aldal yalng memiliki suralt 

alpalpun malu dalri kecalmaltaln altalupun pemerintalh.42 Palral malsyalralkalt yalng tinggall di 

Balgaln khususnyal malsyalralkalt yalng rumalhnyal di altals alir, telalh membalngun daln 

tinggall sejalk lalmal puluhaln talhun daln turun temurun. Nalmun demikialn, selalmal 

alpalpun malsyalralkalt bermukim disalnal merekal tidalk bisal memperoleh halk alpalpun 

altalu sertifikalt alpalpalun.  

Wilalyalh yalng dikualsi oleh malsyalralkalt paldal umumnyal aldallalh talnalh milik 

Negalral yalng dimalnal sudalh jelals dikualsali oleh Negalral, dengaln kaltal lalin jikal 

malsyalralkalt telalh menempalti wilalyalh tersebut dallalm jalngkal walktu yalng lalmal, 

secalral galris besalr palral malsyalralkalt halnyal diberi halk palkali daln halk pengelolalaln 

dengaln syalralt daln ketentualn tertentu yalng sudalh tertulis di dallalm Undalng-undalng. 

Kalrenal wilalyalh tersebut milik negalral, jikal terjaldi sualtu walktu penggusuraln yalng 

dilalkukaln oleh pemerintalh kalrenal ingin mengalmbil allih wilalyalh tersebut, malkal 

malsyalralkalt yalng bermukim di wilalyalh tersebut waljib meninggallkaln wilalyalh itu. 

Wallalupun malsyalralkalt balgaln turun temurun menetalp daln bermukim di altals peraliraln 

tersebut malsyalralkalt di salnal tidalk mendalpaltkaln halk istimewal seperti hallnyal 

malsyalralkalt aldalt yalng sudalh dialtur dallalm Peralturaln Menteri A Lgralrial daln Taltal 

 
42 Halsil Wwalncalral paldal Ketual Lingkungaln Sekolalh Wilalyalh Balgaln, Sumalteral Utalral. Paldal 

talnggall 5 Juli 2024 
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Rualng No 17 Talhun 2016 Palsall 4 (2), yalng dikaltalkaln balhwal pemberialn halk altals 

talnalh paldal peraliraln pesisir halnyal dalpalt diberikaln untuk balngunaln yalng halrus alda l 

di wilalyalh peraliraln pesisir sallalh saltunyal permukimaln di altals alir balgi malsyalralkalt 

hukum aldalt.  

Menurut pemalpalraln halsil walwalncalral dalri malsyalralkalt balgaln, balhwal palral 

malsyalralkalt memalng sudalh tinggall berpuluh talhun di permukimaln tersebut. Nalmun, 

sebalgialn besalr dalri malsyalralkalt balgaln merupalkaln pindalhaln dalri daleralh lalin yalng 

membalngun altalu menyewal rumalh milik oralng lalin di altals peraliraln. Malkal dalri itu 

malsyalralkalt pendaltalng tidalk bisal disebut sebalgali malsyalralkalt aldalt.43 

Permen  A LTR  No.  17  Talhun  2016  menyaltalkaln  balhwal  halk  altals  talna lh  

yalng  dalpalt  diberikaln  untuk  memenuhi  kebutuhaln  malsyalralkalt  (oralng  daln/altalu  

baldaln  hukum)  di  wilalyalh  pesisir  daln  pulalu-pulalu kecil aldallalh sebaltals ‘untuk 

balngunaln’. Tegalsnyal, Palsall 5 alyalt (2) Permen itu menyaltalkaln balhwal pemberialn 

halk altals talnalh paldal peraliraln pesisir halnyal dalpalt diberikaln untuk balngunaln. Kallalu 

dikalitkaln dengaln UUPAL, malkal halk altals talnalh yalng dimungkinkaln aldallalh Halk 

Gunal Balngunaln (HGB) altalu Halk Palkali (HP). Paldalhall, dallalm beberalpal wilalyalh 

pesisir, malsyalralkalt lokall yalng aldal di sualtu pesisir sudalh beraldal di lokalsi itu balhkaln  

sebelum Negalral  Kesaltualn  Republik  Indonesial  (NKRI)  diproklalmalsikaln.  

Malsyalralkalt  itu  aldal  dallalm  sualtu  malsyalralkalt  traldisionall  malupun  malsyalralkalt  

hukum  aldalt.  Balgi  malsyalralkalt hukum aldalt, talntalngaln untuk mempunyali halk altals 

talnalh secalral individuall menjaldi lebih sulit  dikalrenalkaln  kebijalkaln  pendalftalraln  

 
43 Halsil Walwalncalral dengaln Ibu Nurlelal, selalku malsyalralkalt Balgaln Deli, Sumalteral Utalral. 

Paldal talnggall 5 Juli 2024. 
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talnalh  balgi  malsyalralkalt  hukum  aldalt  halnyal  sebaltals  penaltal-usalhalaln, belum salmpali 

kepaldal pemberialn allalt bukti pemilikaln talnalh (Palsall 5 alyalt (4) daln 6 Permen 

A LTR/Kal. BPN No. 18 Talhun 2019).44 

Pemberialn halk altals talnalh untuk memenuhi kebutuhaln paldal malsyalralkalt 

yalng sudalh hidup lalmal dallalm jalngkal walktu yalng palnjalng kiralnyal merupalkaln 

tindalkaln pemerintalh yalng memiliki justifikalsi hukum yalng memaldali, kalrenal 

malsyalralkalt peisisr wilalyalh balgaln sudalh mengualsali daln menepalti permukimaln di 

altals ialr itu sejalk lalmal balhkaln sudalh aldal yalng berlalngsung turun temurun tinggall di 

permukimaln tersebut. Lallu, tepaltkalh menetalpkaln hubungaln hukum yalng disebut 

halk altals talnalh, paldalhall malsyalralkalt menggunalkaln rualng di altals alir, bukaln altals 

bidalng talnalh. Kallalu dicermalti teknis pemberialn halk altals talnalh itu melallui suralt-

ukur  dallalm  proses  pendalftalraln  talnalhnyal,  malkal  rualng  hidup  yalng  diberikaln  

itu  jugal  menjaldi  bidalng talnalh. Dallalm pralktik pertalnalhalnnyal di dallalm Suralt Ukur 

disebut sebalgali ‘sebidalng talnalh di altalsnyal berdiri balngunaln permalnen untuk 

perumalhaln’. Terjaldinyal bidalng talnalh tempalt balngunaln itu dimungkinkaln  kalrenal  

aldalnyal  tialng  palncalng  (pelalntalr)  yalng  menyalnggalh  altalu  menopalng  balngunaln  

yalng alkaln dibalngun sebalgali tempalt tinggall altalu usalhal malsyalralkalt. Tegalsnyal, 

tialng-palncalng itulalh yalng membualt rualng di altals alir itu menjaldi berubalh menjaldi 

“sebidalng talnalh”. Berubalhnyal staltus bendal di altals  talnalh  menjaldi  talnalh  memiliki  

alkalr  kulturall  yalng  kualt  dallalm  kehidupaln  malsyalralkalt  Indonesial.  Lallu, tepaltkalh 

menetalpkaln hubungaln hukum yalng disebut halk altals talnalh, paldalhall malsyalralkalt 

 
44 Oloaln, S., Mitral, W., & Eri, K. (2021). ”Ketidalkefektifaln Pengalturaln Pengualsalaln Talnalh 

Di Wilalyalh Pesisir daln Pulalu-Pulalu Kecil”. Bhumi: Jurnall ALgralrial daln Pertalnalhaln Vol 7, hall 70. 
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menggunalkaln rualng di altals alir, bukaln altals bidalng talnalh. Kallalu dicermalti teknis 

pemberialn halk altals talnalh itu melallui suralt-ukur  dallalm  proses  pendalftalraln  

talnalhnyal,  malkal  rualng  hidup  yalng  diberikaln  itu  jugal  menjaldi  bidalng talnalh. 

Dallalm pralktik pertalnalhalnnyal di dallalm Suralt Ukur disebut sebalgali ‘sebidalng talnalh 

di altalsnyal berdiri balngunaln permalnen untuk perumalhaln’.  

Terjaldinyal bidalng talnalh tempalt balngunaln itu dimungkinkaln  kalrenal  aldalnyal  

tialng  palncalng  (pelalntalr)  yalng  menyalnggalh  altalu  menopalng  balngunaln  yalng 

alkaln dibalngun sebalgali tempalt tinggall altalu usalhal malsyalralkalt. Tegalsnyal, tialng-

palncalng itulalh yalng membualt rualng di altals alir itu menjaldi berubalh menjaldi 

“sebidalng talnalh”. Berubalhnyal staltus bendal di altals  talnalh  menjaldi  talnalh  memiliki  

alkalr  kulturall  yalng  kualt  dallalm  kehidupaln  malsyalralkalt  Indonesial. 45 

Berdsalralkaln pemalhalmaln tersebut semalkin kualt justifikalsi untuk 

memberikaln halk altals talnalh paldal peraliraln pesisir wilalyalh balgaln, sepalnjalng di 

perhaltikaln fungsi lingkungaln yalng lebih luals. Pertalmal, peninjalualn ulalng taltal rualng 

malksudnyal taltal rualng yalng sudalh aldal perlu ditinjalu ulalng secalral berkallal untuk 

memalstikaln balhwal tidalk halnyal mengedepalnkaln alspek fisik daln teknis, tetalpi jugal 

memperhaltikaln alspek sosiall daln kulturall malsyalralkalt yalng telalh hidup daln 

bergalntung paldal wilalyalh tersebut selalmal turun termurun. Dallalm menyusun altalu 

merevisi taltal rualng, pemerintalh perlu melibaltkaln malsyalralkalt pesisir secalral alktif 

melallui forum-forum konsultalsi altalu musyalwalralh kalrenal malsyalralkalt memiliki halk 

historis altals wilalyalh tempalt merekal tinggall daln beralktivitals, halk ini perlu dialkui 

daln dihormalti dallalm perencalnalaln taltal rualng, lallu terkalit alkomodalsi kebutuhaln 

 
45 Ibid., hallalmaln 71. 
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khusus malsyalralkalt pesisir, seperti alkses terhaldalp sumber dalyal allalm, falsilitals 

umum, daln infralstruktur perlu di pertimbalngkaln dallalm perencalnalaln taltal rualng. 

Kedual, Tialng-palncalng altalu pondalsi paldal balngunaln permukimaln di altals alir halrus 

bersifalt permalnen, malksudnyal usial minimall tialng palnjalng syalraltnyal 60 talhun 

untuk menunjukaln balhwal balngunaln yalng didirikaln di altalsnyal dihalralpkaln memiliki 

umur palkali yalng palnjalng daln dalpalt diwalriskaln kepaldal generalsi berikutnyal. 

Pemberialn halk milik altals talnalh merupalkaln bentuk pengalkualn negalral terhaldalp 

kepemilikaln seseoralng altals sualtu alset yalng bersifalt permalnen. Oleh kalrenal itu, 

kondisi fisik balngunaln, termalsuk pondalsinyal halrus memenuhi kriterial permalnen.  

Dibutuhkalnnyal keteralngaln daln rekomendalsi dalri otoritals balngunaln, Dinals 

Pekerjalaln Umum sebalgali otoritals balngunaln memiliki kealhlialn untuk melalkukaln 

evallualsi terhaldalp kuallitals daln usial palkali tialng palncalng, rekomendalsi dalri Dinals 

Pekerjalaln Umum alkaln menjaldi dalsalr balgi instalnsi terkalit dallalm memutuskaln 

alpalkalh sualtu balngunaln memenuhi syalralt untuk diberikaln halk milik altalu tidalk. Dalri 

persyalraltaln pemberialn halk altals talnalh di altals taldi, kebutuhaln alkaln pengalturaln 

khusus terkalit halk altals talnalh yalng terletalk di pulalu-pulalu altalu wilalyalh pesisir dialtur 

dallalm sualtu Peralturaln Pemerintalh sebalgalimalnal dimalksud dallalm Palsall 60 PP No. 

40 talhun 1996, yalng mencalkup terkalit pengalturaln Halk Gunal Usalhal, Halk Gunal 

Balngunaln, daln Halk Palkali. Dalri halsil penjelalsaln di altals balhwal permukimaln di altals 

alir yalng terhubung dengaln pondalsi seperti tialng palncalng yalng ditalncalpkaln salmpali 

ke talnalh dalpalt disebut sebalgali bidalng talnalh. Secalral keseluruhaln malksud dalri 

penjelalsaln dialtals untuk menekalnkaln kepentingaln aldalnyal pengalturaln hukum yalng 

khusus daln komprehensif untuk mengaltur halk altals talnalh di pulalu-pulalu daln 
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wilalyalh pesisir. Hall ini bertujualn untuk melindungi kepentingaln nalsionall, menjalgal 

kelestalrialn lingkungaln daln memalstikaln pemalnfalaltaln suber dalyal allalm yalng 

berkelalnjutaln. 

C. Falktor Yalng Menja ldi Penghalmbalt Untuk Mendalpaltkaln Halk 

Kepemilikaln ALtals Pera liraln Tempalt dibalngunnyal Permukimaln 

 

Permukimaln malsyalralkalt yalng tinggall di altals alir sering sekalli menghaldalpi 

berbalgali falktor penghalmbaltaln dallalm mendalpaltkaln halk kepemilikaln. Falktor utalmal 

yalng menjaldi penghallalng aldallalh ketidalkpalstialn hukum, sallalh saltu talntalng terbesalr 

terkalit ketidalkpalstialn hukum mengenali staltus halk kepemilikaln permukimaln di altals 

alir balnyalk permukimaln di altals alir yalng tidalk memiliki staltus hukum yalng jelals, 

sehinggal malsyalralkalt sering kalli tidalk dalpalt mengaljukaln halk kepemilikaln secalral 

resmi. Meskipun terdalpalt peralturaln yalng memberikaln pelualng untuk pengalkualn 

halk wallalupun tidalk secalral spesifik sallalh saltunyal yalitu Peralturaln Menteri A Lgralrial 

daln Taltal Rualng, tetalpi hall ini sering kalli tidalk diimplementalsikaln secalral konsisten 

daln kuralngnyal keseralgalmaln kebijalkaln di berbalgali daleralh mengenali pemberialn 

sertifikalt halk milik altalu halk palkali altals talnalh daln peraliraln. 

Permukimaln malsyalralkalt di altals alir ini memiliki falktor eksternall daln 

internall, malksud dalri falktor eksternall aldallalh falktor-falktor yalng beralsallal dalri lualr 

individu yalng dalpalt mempengalruhi sualtu peristiwal altalu kealdalaln. Sedalngkaln, 

falktor internall aldallalh falktor yalng beralsall dalri lualr individu yalng dalpalt 

mempengalruhi sualtu kealdalaln altalu peristiwal. Falktor eksternall yalng menjaldi 

penghalmbalt untuk mendalpaltkaln halk kepemilikaln permukimaln di altals alir yalitu, 

Regulalsi yalng tidalk jelals daln spesifik mengenali kepemilikaln permukimaln 
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malsyalralkalt yalng aldal di altals alir membualt staltus hukum permukimaln tersebut 

menjaldi tidalk palsti, Kebijalkaln pemerintalh yalng tidalk konsisten jugal dalpalt menjaldi 

penghalmbalt kalrenal kebijalkaln teralkit halk altals talnalh di wilalyalh peraliraln sering kalli 

tidalk seralgalm altalu tidalk salmal alntalr daleralh yalng mengalkibaltkaln ketidalkpalstialn 

hukum balgi malsyalralkalt yalng tinggall di permukimaln di altals alir. Sementalral untuk 

falktor internall yalitu, Keterbaltalsaln sumber dalyal malnusial menjaldi sallalh saltu 

penghalmbalt untuk mendalpaltkaln halk kepemilikaln kalrenal dengaln kuralngnya l 

sumber dalyal malnusial sertal ekonomi membualt malsyalralkalt sulit mengurus 

dokumen-dokumen yalng diperlukaln untuk mendalpaltkaln halk kepemilikaln tersebut, 

Selalin itu, halmbaltaln dallalm perencalnalaln yalng tidalk komprehensif kuralngnyal 

perencalnalaln yalng menyeluruh dallalm penalngalnaln paldal wilalyalh peraliraln 

mengalkibaltkaln kesulitaln dallalm penetalpaln halk kepemilikaln yalng jelals. 

Penghalmbalt untuk mendalpaltkaln halk kepemilikaln jugal dikalrenalkaln kuralngnyal 

pemalhalmaln malsyalralkalt, balnyalk malsyalralkalt yalng tinggall di altals alir tidalk memiliki 

pemalhalmaln yalng cukup mengenali pentingnyal legallitals kepemilikaln daln alturaln 

yalng berlalku sehinggal menjaldi penghalmbalt dallalm proses pengaljualn halk. 

Pengualsalaln oleh Negalral jugal menjaldi falktor penghalmbalt dallalm 

mendalpaltkaln halk kepemilikaln, sebalb sebalgialn besalr peraliraln Indonesial dikualsi 

oleh Negalral hall ini mengalkibaltkaln malsyalralkalt halnyal dalpalt memperoeh halk palkali 

altalu halk pengelolalaln bukaln halk milik penuh, nalmun halk palkali daln halk pengelolalaln 

pun bertentalngaln dengaln Undalng-Undalng Pokok ALgralrial (UUPAL) yalng halnyal 

mengaltur halk altals talnalh yalng berdiri di altals talnalh saljal bukaln di altals alir. Hall ini 

menciptalkaln ketidalkpalstialn balgi penduduk yalng telalh lalmal menempalti wilalyalh 
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tersebut daln sering kalli membaltalsi kemalmpualn malsyalralkalt untuk mengembalngkaln 

permukimaln secalral legall. Lallu, Birokralsi yalng rumit jugal dalpalt menjaldi falktor 

penghalmbaltaln dallalm mendalpaltkaln halk milik, kalrenal proses aldministraltif yalng 

salngalt kompleks dalpalt mempengalruhi dallalm menghalmbalt malsyalralkalt untuk 

mengaljukaln permohonaln halk kepemilikaln. Sertal balnyalk sekalli malsyalralkalt yalng 

tidalk memiliki pengetalhualn yalng cukup mengenali prosedur yalng halrus diikuti 

dallalm proses aldministralsi, daln kebijalkaln yalng tidalk seralgalm di berbalgali daleralh 

menalmbalh kesulitaln dallalm mendalpaltkaln izin yalng diperlukaln. Kebijalkaln 

pemerintalh yalng tidalk konsisten daln sering berubalh jugal menjaldi falktor 

penghalmbaltaln, malsyalralkalt sering kalli tidalk mendalpaltkaln informalsi yalng jelals 

mengenali halk-halk merekal daln prosedur yalng halrus diikuti, sehiggal menalmbalh 

kebingungaln malsyalralkalt dallm proses pengualsalaln halk. 

Halsil kesimpulaln walwalncalral dalri beberalpal malsyalralkalt di Balgaln yalng 

rumalhnyal termalsuk dallalm permukimaln di altals alir, balhwal falktor pengalmbalt merekal 

dallalm mendalpaltkaln halk kepemilikaln tersebut yalitu. Keterbaltalsaln alkses daln 

infralstruktur, kuralngnyal alkses terhaldalp lalyalnaln dalsalr daln infralstruktur dalpalt 

menghallalngi malsyalralkalt untuk mendalpaltkaln halk kepemilikaln, kalrenal keterbaltalsaln 

alkses terhaldalp lalyalnaln dalsalr, seperti  alir bersih daln salnitalsi jugal berkontribusi paldal 

kesulitaln dallalm mendalpaltkaln halk kepemilikaln. Permukimaln di altals alir sering kalli 

dialbalikaln dallalm perencalnalaln infralstruktur yalng balik sehinggal malsyalralkalt tidalk 

memiliki dukungaln yalng memaldali untuk memperjualngkaln halk merekal. Falktor  

ekonomi jugal menjaldi penghalmbalt balgi merekal, sebalb bialyal perizinaln yalng tinggi 

sehinggal malsyalralkalt jalralng sekalli mendalpaltkaln suralt perizinaln altalupun suralt-suralt 
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yalng bisal menjaldi pegalngaln malsyalralkalt untuk mempertalhalnkaln rumalh merekal. 

Balnyalk malsyalralkalt yalng membalngun permukimaln secalral ilegall di lalhaln yalng tidalk 

sehalrusnyal yalng membualt merekal kesulitaln untuk mendalpaltkaln pengalkualn resmi 

altals halk kepemilikaln. Sertal tingkalt pendidikaln yalng rendalh daln kuralngnya l 

pemalhalmaln tentalng halk-halk hukum menghalmbalt kemalmpualn merekal untuk 

memperjualngkaln halk merekal.46 

Untuk menjalmin perlindungaln hukum balgi permukimaln malsyalralkalt di altals 

alir, perlu aldalnyal kepalstialn talndal bukti halk yalng kemudialn dikenall dengaln sertifikalt 

halk altals talnalh. Selalmal ini malsyalralkalt sulit mendalpaltkaln sertifikalt kalrenal mereka l 

membalngun rumalh yalng beraldal di altals alir bukaln di altals talnalh seperti malsyalralkalt 

palsal umumnyal yalng tinggall di dalralt. A Ldal beberalpal alspek yalng dalpalt menjelalskaln 

mengenali sertifikalt talnalh bisal diberikaln untuk permukimaln di altals alir, yalitu alspek 

hukum, alspek politik, alspek sosiall budalyal daln alspek ekonomi, sebalgali berikut: 

1. A Lspek Hukum 

Pertalmal, Palsall 4 UUPAL menyebutkaln balhwal altals dalsalr halk mengualsali 

negalral, ditentukaln malcalm-malcalm halk altals permukalaln bumi demikialn pulal 

tubuh bumi daln alir sertal rualng yalng aldal dialtalsnyal. Secalral prinsip, permukimaln 

malsyalralkalt memungkinkaln untuk diberikaln halk altals talnalh balik yalng tertutup 

dalraltaln malupun tertutup permukalaln alir. A Lrtinyal selalmal aldal hubungaln hukum 

khususnyal alntalral permukimaln malsyalralkalt dengaln talnalh (kendalti melallui 

peralntalral tialng palncalng) malkal halk altals talnalh diberikaln. 

 
46 Halsil dalri Walwalncalral bersalmal beberalpal malsyalralkalt Balgaln, Sumalteral Utalral, Paldal 

talnggall 5 Juli 2024 
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UU No. 11 Talhun 2020 tentalng Ciptal Kerjal menjelalskaln balhwal pemberia ln 

halk altals talnalh di wilalyalh peraliraln dimungkinkaln setelalh mendalpaltkaln perizinaln 

yalng diterbitkaln oleh Kementrialn Kelalutaln daln Perikalnaln. Perizinaln yalng 

dimalksudkaln aldallalh melallui kesesualialn kegialtaln Pemalnfalaltaln Rualng Lalut 

(KKPRL). ALrtinyal secalral hukum positif begitu clealr balhwal pemberialn halk altals 

talnalh balgi permukimaln malsyalralkalt di altals alir diperbolehkaln. Kedual, sering 

terjaldi sallalh talfsir terhaldalp Putusaln Malhkalmalh Konstitusi No. 3/PUU-

VIII/2010 yalng membaltallkaln konsep Halk Pengusalhalaln Peraliraln Pesisir (HP-3). 

Sesualtu yalng sallalh besalr jikal putusaln tersebut dialrtikaln sebalgali lalralngaln 

pemberialn halk balgi permukimaln malsyalralkalt aldalt, traldisionall daln lokall di altals 

alir. Sebalb, putusaln MK tidalk menyebutkaln sedikitpun lalralngaln pemberialn halk 

altals talnalh. ALdalpun yalng dilalralng MK aldallalh pemberialn halk pengusalhalaln altalu 

konsesi algralrial di peraliraln pesisir balgi palral pengusalhal yalng dalpalt menimbulkaln 

pengkalvlingaln altalu privaltisalsi sehinggal menimbulkaln diskriminalsi secalral tidalk 

lalngsung, menghilalngkaln halk traldisionall yalng bersifalt turun temurun, daln 

mengalncalm penghidupaln nelalyaln traldisionall, malsyalralkalt aldalt daln malsyalralkalt 

lokall. A Lrtinyal putusaln MK justru hendalk memberikaln perlindungaln balgi 

malsyalralkalt pemukim di altals alir yalng sudalh aldal sejalk puluhaln balhkaln raltusaln 

talhun sebelumnyal. Sehinggal dallalm membalcal putusaln MK perlu menyelalmi 

secalral kontekstuall bukaln halnyal tekstuall daln palrsiall. 

2. A Lspek Politik 

Presiden selallu mendengungkaln konsep “Membalngun Dalri Pinggiraln”. 

Selalmal ini malsyalralkalt permukimaln di altalt alir balnyalk tinggall dipinggir pulalu-
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pulalu terkecil, terdepaln daln terlualr yalng jaluh dalri pusalt pemerintalhaln, sehinggal 

mengallalmi balnyalk talntalngaln allalm, keterbaltalsaln falsilitals, kesulitaln alkses sertal 

infralstruktur yalng kuralng balik sehinggal sering teralbalikaln dallalm skemal 

pembalngunaln daln balntualn sertal perhaltialn pemerintalh paldal lalzimnyal. Paldal 

pertemualn puncalk Gugus Tugals Reformal A Lgralrial (GTRA L Summit) talhun 2022 

di Kalbupalten Walkaltobi, Provinsi Sulalwesi Tenggalral, Presiden dallalm pidaltonyal 

memerintalhkaln algalr pemerintalh memberikaln sertifikalt talnalh balgi malsyalralkalt 

pemukim di altals alir seperti Suku Baljo daln Presiden memintal algalr 

Kementerialn/Lembalgal menghilalngkaln persoallaln ego sektorall. A Lrtinyal secalral 

politik perintalh Presiden lugals, jelals daln tegals sehinggal halrus dilalksalnalkaln oleh 

balwalhalnnyal yalitu Kementerialn/Lembalgal terkalit.   

3. A Lspek Sosiall Budalyal 

Malsyalralkalt pemukim di altals alir seperti Suku Baljo memiliki motto hidup 

yalng dipertalhalnkaln yalitu “Lalo Denalkalngkuyalng” beralrti lalutaln aldallalh 

saludalralku. Merekal percalyal balhwal dengaln hidup di lalut, merekal sedalng menjalgal 

lalutaln, malkal lalutaln jugal alkaln menjalgal kehidupaln merekal. Secalral kulturall 

merekal memalng tinggall di lalut daln enggaln untuk dipindalhkaln ke dalraltaln. 

Upalyal-upalyal yalng memalksalkaln galyal hidup suku Baljo dengaln calral galyal hidup 

di dalraltaln salmal dengaln pemalksalaln kebudalyalaln altalu terjaldinyal genosidal 

kuturall. 

4. A Lspek Ekonomi 

Sertifikalt halk altals talnalh sebalgali jalminaln halk ekonomi palral malsyalralkalt 

permukimaln di altals alir. Dengaln sertifikalt halk altals talnalh yalng melekalt secalral 
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keperdaltalaln malsyalralkalt bisal lelualsal termalsuk menjaldikaln sertifikalt tersebut 

sebalgali salralnal alkses permodallaln ke perbalnkaln. Selalnjutnyal alkses modallnyal pun 

bisal lebih besalr dibalndingkaln dengaln balntualn yalng cenderung terbaltals/kecil daln 

belum tentu menjalngkalu semual. 

Dallalm pemberialn halk altals talnalh, terdalpalt prinsip 3R yalng halrus 

dilalksalnalkaln, yalitu: right, restriction, alnd responsibility. Selalin halk, malsyalralkalt 

memiliki talnggung jalwalb berikut baltalsaln-baltalsaln yalng halrus dijallalnkaln. Dallalm 

konteks sertifikalt balgi pemukim di altals alir, malsyalralkalt berkewaljibaln menjalgal 

ekologis dengaln balik, tidalk melalkukaln penimbunaln daln menjalgal alkses lalut sebalgali 

common property algalr bisal terjalgal dengaln balik sertal tidalk memindalhtalngalnkaln di 

lualr komunitals suku Baljo di wilalyalh tersebut. A Lpalbilal prinsip 3R tidalk 

dilalksalnalkaln, halk altals talnalh tersebut bisal dicalbut. Sehinggal alspek pengendallialn 

menjaldi krusiall dilalkukaln. Sinergi daln kolalboralsi alntalral Kementerialn A LTR/BPN, 

Kementerialn Kelalutaln daln Perikalnaln, Pemerintalh Daleralh daln malsyalralkalt menjaldi 

kunci untuk memalstikaln halk-halk malsyalralkalt terjalgal, terlindungi daln alspek 

ekologis tetalp terjalgal dengaln balik.47 

Pemerintalh memiliki peraln penting dallalm membalntu memberikaln 

kemudalhaln alkses pemalnfaltalaln rualng lalut balgi malsyalralkalt permukimaln di altals alir 

pemerintalh dalpalt berkontribusi dengaln memberikaln halk altals talnalh, melallui 

kebijalkaln yalng mendukung pemerintalh dalpalt memberikaln hal kaltals talnalh kepaldal 

malsyalralkalt yalng tinggall di altals alir. Meskipun terdalpalt talntalngaln hukum, seperti 

 
47 ALdityal Nuralhmalni, (2023). ”Sertifikalt Talnalh Balgi Permukimaln Malsyalralkalt Di ALtals ALir 

: Dalri Halralpaln Menjaldi Kenyaltalaln, ALrtikel Hukum-Baldaln Pembinalaln Hukum Nalsionall. 
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yalng di altur dallalm Undalng-Undalng Pokok A Lgralrial (UUPA L), terdalpalt pelualng balgi  

malsyalralkalt hukum aldalt  dalpalt diberikaln hal kaltals rualng lalut talnpal prosedur 

perizinaln yalng rumit. Pemerintalh dalpalt membualt penyederhalnalaln prosedur 

perizinaln, seperti kebijalkaln yalng di altur dallalm Undalng-Undalng Ciptal Kerjal yalng 

memberikaln kemudalhaln balgi permukimaln malsyalralkalt di altals alir untuk 

memalnfalaltkaln rualng lalut dengaln menguralngi altalu mengecuallikaln prosedur 

perizinaln yalng kompleks ini bertujualn untuk  menciptalkaln alkses daln pemalnfalaltaln 

sumber dalyal lalut. 

Dukungaln infralstruktur, pemerintalh perlu memperhaltikaln pembalngunaln 

salralnal daln pralsalralnal paldal permukimaln malsyalralkalt yalng tinggall di altals alir, seperti 

alkses Kesehaltaln, Pendidikaln, daln salnitalsi. Dengaln meningkaltkaln infralstruktur 

malsyalralkalt alkaln lebih mudalh dallalm memalnfalaltkaln runalg lalut daln meningkaltkaln 

kuallitals hidup merekal, melallui regulalsi yalng jelals mengenali pemalnfaltalaln rualng 

lalut, pemerintalh jugal dalpalt membalntu malsyalralkalt dallalm mengelolal sumber dalyal 

lalut secalral berkelalnjutaln, ini termalsuk dallalm pengalturaln izin lokalsi daln izin 

pengelolalaln peraliraln yalng mempertimbalngkaln kelestalrialn ekosistem, daln 

pemerintalh jugal dalpalt berperaln dallalm memberikaln pendidikaln daln penyuluhaln 

kepaldal malsyalralkalt mengenali halk-halk merekal daln calral-calral untuk mengalkses 

pemalnfaltalaln rualng lalut algalr malsyalralkalt memalhalmi prosedur daln dalpalt 

memperjungkaln halk merekal. 

Berdalsalrkaln hall tersebut di altals, pemerintalh perlu menyusun daln 

memperjelals regulalsi yalng mengaltur terkalit staltus halk kepemilikaln permukimaln di 

altals alir. Hall ini mencalkup penyusunaln terhaldalp Undalng-Undalng Pokok A Lgralrial 
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daln Taltal Rualng/Kepallal Baldaln Pertalnalhaln Nalsionall Nomor 17 Talhun 2016 yalng 

memberikaln pelualng untuk pengalturaln halk kepemilikaln permukimaln di altals alir, 

malsyalralkalt yalng ringgall di altals alir halrus diberikaln alkses untuk mendalpaltkaln 

sertifikalt halk kepemilikaln ini penting untuk memberikaln kepalstialn hukum daln 

perlindungaln balgi malsyalralkalt permukimaln di altals alir sallalh saltunyal malsyalralkalt di 

Balgaln, sertifikalt dalpalt diberikaln berdalsalrkaln halk palkali altals talnalh yalng merupalkaln 

balgialn dalri talnalh negalral. Nalmun pemberialn halk kepemilikaln di wilalyalh periraln 

halrus mengikuti prosedur perizinaln yalng ditetalpkaln oleh Kementerialn Rualng Lualt 

(KKPRL), hall ini untuk memalstikaln balhwal penggunalaln rualng lalut sesuali dengaln 

ketentualn yalng berlalku. 

Salngalt penting untuk melibaltkaln malsyalralkalt dallalm proses permusualn 

kebijalkaln daln regulalsi pendekaltaln, kalrenal ini dalpalt membalntu memalhalmi 

kebutuhaln daln kondisi malsyalralkalt yalng tinggall di altals alir sertal memalstikaln balhwal 

kebijalkaln yalng dialmbil sesuali dengaln reallitals di malsyalralkalt. Selalin memberikaln 

halk kepemilikaln, perlu jugal aldal dukungaln infralstruktur daln lalyalnaln dalsalr balgi 

malsyalralkalt, ini salngalt penting untuk meningkaltkaln kuallitals hidup malsyalralkalt yalng 

tinggall di permukimaln di altals alir. 

Staltus halk kepemilikaln permukimaln di altals alir menjaldi isu kompleks yalng 

membutuhkaln solusi komprehensif tujualn penelitialn ini algalr dalpalt memberikaln 

kepalstialn hukum daln perlindungaln balgi malsyalralt yalng tinggall di altals alir, algalr 

tujualn dalpalt tereallisalsikaln perlu aldalnyal peralturaln perundalng-undalngaln yalng 

secalral khusus mengaltur tentalng staltus kepemilikaln permukimaln di altals alir, 

perturaln ini halrus mengalkomodalsi kondisi unik dalri permukimaln di altals alir. 
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 Peralturaln balru ini halrus disinkronkaln dengaln peralturaln perundalng-

undalngaln yalng sudalh aldal, seperti Undalng-Undalng pertalnalhaln, Undalng-Undalng 

Kelalutaln, daln peralturaln daleralh. Pemerintalh jugal perlu menyedialkaln sistem 

pendalftalraln halk penggunalaln altals permukimaln di altals alir yalng mudalh, tralnspalraln, 

daln terjalngkalu. Jenis halk penggunalaln yalng dalpalt diberikaln berupal halk palkali, halk 

gunal usalhal, altalu bentuk halk lalinnyal yalng sesuali dengaln kalralkteristk permukimaln. 

Penelitialn menunjukaln meskipun aldal pelualng untuk memberikaln halk altals 

talnalh kepaldal permukimaln di altals alir, seperti yalng dialtur dallalm Peralturaln Menteri 

A Lgralrial daln Taltal Rualng/Kepallal Baldaln Pertalnalhaln Nalsionall Republik Indonesial 

Nomor 17 Talhun 2016, wallalupun secalral konseptuall hall ini bertentalngaln dengaln 

Undalng-Undalng Pokok A Lgralrial yalng halnyal mengaltur hal kaltals talnalh yalng beraldal 

di altals talnalh, Ini menunjukaln aldalnyal talntalngaln hukum dallalm mewujudkaln tujualn 

penelitialn ini yalitu untuk memberikaln kepalstialn hukum yalng jelals balgi malsyalralkalt 

yalng tinggall di altals alir.  
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BA LB IV  

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulaln 

 

1. Staltus halk kepemilikaln khususnyal balgi malsyalralkalt permukimaln di altals alir, 

salngalt penting dallalm konteks pembalngunaln yalng berkelalnjutaln daln 

perlindungaln-perlindungaln halk-halk malsyalrkalt. Staltus halk kepemilika ln 

merupalkaln fondalsi yalng salngalt penting dallalm pengalturaln properti, untuk 

memberikaln kepalstialn hukum, memfalsilitalsi tralnsalksi, daln melindungi halk-

halk pemilik. Permukimaln di altals alir ini menghaldalpi talntalngaln teralkit staltus 

kepemilikaln kalrenal kuralngnyal regulalsi spesifik, kalralkteristik fisik yalng 

berbedal, daln jugal alspek sosiall budalyal yalng kompleks menjaldi kendalla l 

utalmal. Malkal dalri itu, perlu aldalnyal solusi komprehensif yalng melibaltkaln 

pemerintalh, malsyalralkalt, daln berbalgali pemalngku kepentingaln untuk 

mengaltalsi permalsallalhaln ini. 

2. Staltus hukum aldallalh sualtu kondisi altalu kedudukaln seseoralng altalu sualtu 

bendal dallalm palndalngaln hukum, ini beralrti balgalimalnal hukum mengalkui, 

mengaltur, daln melindungi halk-halk sertal kewaljibaln yalng terkalit dengaln 

seseroralng, dallalm permalsallalhaln ini meskipun permukimaln di altals alir 

wilalyalh Balgaln telalh aldal sejalk lalmal, staltus hukum pengualsalaln talnalh 

wilalyalh tersebut malsih belum jelals daln palsti, hall ini disebalbkaln oleh 

kuralngnyal regulalsi spesifik yalng mengaltur mengenali permukimaln di altals 

alir, yalng mengalkibaltkaln konflik alntalral halk individu daln kepentingaln 
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negalral. Konflik alntalral halk individu malsyalralkalt yalng telalh bermukim di 

wilalyalh tersebut dengaln kepentingaln negalral yalng mengualsali seluruh 

sumber dalyal allalm termalsuk peraliraln. Sebalb kalrenal itu, peraln penting 

peralturaln perundalng-undalngaln diperlukaln seperti Peralturaln Menteri 

ALgralrial daln Taltal Rualng No. 17 Talhun 2016 memberikaln lalndalsaln hukum 

teralkit pengelolalaln wilalyalh pesisir, nalmun malsih terdalpalt celalh dallalm 

mengaltur secalral spesifik mengenali permukimaln di altals alir tersebut. 

3. Falktor yalng menjaldi penghalmbalt untuk mendalpaltkaln halk kepemilikaln altals 

peraliraln tempalt dibalngunnyal permukimaln aldal dual falktor, yalitu falktor 

eksternall daln falktor internall. Falktor eksternall falktor yalng beralsall dalri lualr 

individu yalng tinggall di altals alir, yalng menjaldi penghalmbalt falktor eksterna ll 

yalitu, Regulalsi yalng tidalk jelals, Kebijalkaln pemerintalh yalng tidalk konsisten, 

Keterbaltalsaln alkses daln infralstruktur. Sementalral untuk falktor internall 

aldallalh falktor yalng beralsall dalri individu yalng tinggall di altals alir, falktor 

internall yalng menjaldi penghalmbalt yalitu, Kuralngnyal kesaldalraln hukum 

malsyalralkalt, Keterbaltalsaln sumber dalyal malnusial, Perencalnalaln yalng tidalk 

komprehensif. Malkal dalri itu, untuk mengaltalsi halmbaltaln-halmbaltaln ini 

diperlukaln upalyal untuk penyusunaln regulalsi yalng jelals, peningkaltaln 

palrtisipalsi malsyalralkalt perlu dilibaltkaln secalral alktif dallalm proses 

pengalmbilaln keputusaln terkalit dengaln permukimaln malsyalralkalt yalng aldal di 

altals alir. 
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B. Salraln 

 

1. Sehalrusnyal diperlukaln aldalnyal peralnaln hukum dallalm sebualh pengalturaln 

dalri pemerintalh yalng lebih spesifik daln jelals, malksud dalri pengalturaln 

dallalm hall ini mencalkup mengenali kepemilikaln, pemelihalralaln, daln 

pengualsalaln sehinggal permukimaln di altals alir dalpalt tertaltal secalral teraltur daln 

sistemaltis dengaln ketentualn peralturaln perundalng-undalngaln algalr palral 

pemilik rumalh di altals alir tersebut mendalpaltkaln perlindungaln daln kepalstialn 

hukum yalng jelals. 

2. Sebaliknyal melalkukaln alnallisis mendallalm terhaldalp peralturaln perundalng-

undalngaln yalng relalvaln, seperti UUPA L, UU Kelalutaln, daln Peralturaln daleralh, 

untuk mengidentifikalsi celalh-celalh hukum yalng menyebalbkaln 

ketidalkjelalsaln staltus kepemilikaln permukimaln di altals alir. Sertal 

mengembalngkaln mekalnisme yalng jelals daln tralnspalraln untuk memberikaln 

pengalkualn terhaldalp halk-halk malsyalralkalt permukimaln di altals alir. 

3. Sehalrusnyal melibaltkaln malsyalralkalt dallalm proses permusualn kebijalkaln daln 

regulalsi pendekaltaln, kalrenal ini dalpalt membalntu memalhalmi kebutuhaln daln 

kondisi malsyalralkalt yalng tinggall di altals alir sertal memalstikaln balhwal 

kebijalkaln yalng dialmbil sesuali dengaln reallitals di malsyalralkalt. Selalin 

memberikaln halk kepemilikaln, perlu jugal aldal dukungaln infralstruktur daln 

lalyalnaln dalsalr balgi malsyalralkalt, ini salngalt penting untuk meningkaltkaln 

kuallitals hidup malsyalralkalt yalng tinggall di permukimaln di altals alir. 
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Lalmpiraln III Dalftalr Walwalncalral 

 

1. Balgalimalnal proses perumusaln daln implementalsi ketentualn yalng mengaltur 

staltus halk kepemilikaln? 

Jalwalb: Proses perumusaln mencalkup, Dalsalr hukum yalitu UUPAL menjaldi dalsalr 

hukum utalmal yalng mengaltur kepemilikaln talnalh, termalsuk konversi halk-halk 

lalmal menjaldi halk milik sesuali dengaln ketentualn yalng berlalku. Lallu mengenali 

pendalftalraln talnalh, pendalftalraln talnalh merupalkaln Lalngkalh penting dallalm 

perumusaln halk kepemilikaln proses ini melibaltkaln pengumpulaln daltal fisik daln 

yuridis mengenali talnalh yalng alkaln didalftalrkaln termalsuk petal pendalftalraln daln 

suralt ukur. Daln konversi halk, proses konversi halk memerlukaln permohonaln 

daln pendalftalraln ke Baldaln Pertalnalhaln Nalsionall (BPN) halnyal walrgal negalral 

Indonesial yalng dalpalt mengaljukaln konversi halk ini. Untuk implementalsi 



 

 

ketentualnnyal bisal paldal pemberialn halk, setelalh pendalftalraln halk altals talnalh yalng 

telalh dikonversi alkaln diterbitkaln sertifikalt, sertifikalt ini yalng menjaldi bukti 

hukum kepemilikaln yalng salh daln memberikaln perlindungaln balgi pemilik 

balngunaln tersebut. Sertal pengelolalaln talnalh, halk pengelolalaln talnh jugal di altur 

dallalm UUPAL yalng memberikaln wewenalng kepaldal baldaln hukum tertentu untuk 

mengelolal talnalh negalral nalmun pengelolalaln ini halrus didalftalrkaln daln dilalkukaln 

sesuali dengaln peruntukaln yalng ditetalpkaln. Daln jugal peneralpaln kebijalkaln balru, 

dallalm konteks perkembalngaln terbalru, Peralturaln Pemerintalh Nomor 18 Talhun 

2021 mengaltur lebih lalnjut mengenali halk pengelolalaln daln pendalftalraln talnalh. 

Melallui lalngkalh-lalngkalh ini, proses perumusaln daln implementalsi ketentualn 

mengenali staltus halk kepemilikaln talnalh di indonesial bertujualn untuk 

memberikaln kepalstialn hukum daln melindungi halk pemilik. 

2.  ALpal saljal alspek hukum yalng menjaldi dalsalr dallalm menetalpkaln halk 

kepemilikaln altals permukimaln di altals alir? 

Jalwalb: ALspek hukum yalng menjaldi dalsalr dallalm menetalpkaln halk kepemilikaln 

altals permukimaln di altals alir di Indonesial melibaltkaln beberalpal ketentualn 

penting dallalm peralturaln perundalng-undalngaln, terutalmal yalng berkalitaln dengaln 

Undalng-Undalng Pokok A Lgralrial (UUPA L) daln peralturaln lalinnyal. Berikut 

beberalpal alspek hukum utalmal yalng menjaldi dalsalr dallalm menentukalnnyal. 

Pertalmal, Hukum A Lgralrial paldal Palsall 1 alyalt (2) UUPAL menegalskaln balhwal 

seluruh bumi, alir, rualng alngkalsal, termalsuk kekalyalaln allalm yalng terkalndung di 

dallalmnyal dallalm wilalyalh Republik Indonesial aldallalh milik negalral, ini beralrti 

balhwal secalral umum, negalral memiliki halk altals semual sumber dalyal alir. UUPAL 



 

 

jugal mengaltur halk-halk altals alir seperti halk gunal alir, halk pemelihalralaln daln 

penalngkalpaln ikaln daln halk gunal rualng alngkalsalnalmun halk-halk ini umumnyal 

tidalk memberikaln halk kepemilikaln mutlalk altals alir melalinkaln halnyal halk untuk 

memalnfalaltkaln alir untuk tujualn tertentu. Kedual, ALspek hukum jugal mencalkup 

paldal perlindungaln balgi malsyalralkalt yalng tinggall di permukimaln di altals alir, 

sertifikalt hal kaltals talnalh menjaldi penting untuk memberikaln kepalstialn hukum 

daln perlindungaln balgi pemukim meskipun talntalngaln dallalm mendalpaltkaln 

sertifikalt tersebut tetalp aldal. Komitmen negalral jugal salngalt penting dallalm 

memberikaln alkses daln halk kepaldal malsyalralkalt permukimaln di altals alir, ini 

mencalkup hal kaltals pendidikaln, Kesehaltaln, daln infralstruktur yalng mendukung 

kehidupaln merekal. 

3. A Lpalkalh terdalpalt perbedalaln dallalm ketentualn hukum mengenali halk 

kepemilikaln permukimaln di altals alir alntalral negalral-negalral yalng berbedal? 

Jalwalb: Tentu terdalpalt perbedalaln yalng signifikaln dallalm ketentualn hukum 

mengenali halk kepemilikaln di altals alir alnaltalr negalral-negalral lalin, perbedalaln ini 

dipengalruhi beberalpal falktor yalitu, sistem hukum negalral-negalral dengaln sistem 

hukum yalng berbedal alkaln memiliki pendekaltaln yalng berbedal dallalm mengaltur 

halk kepemilikaln altals properti termalsuk properti di altals alir. Kemudialn 

kebijalkaln pemerintalh malsing-malsing negalral terhaldalp pembalngunaln, 

lingkungaln, daln pengelolalaln sumber dalyal allalm alkaln mempengalruhi 

pengalturaln hukum terkalit permukimaln di altals alir. 

4. Balgalimalnal peraln pemerintalh dallalm memalstikaln kepalstialn hukum balgi 

pemilik permukimaln di altals alir? 



 

 

Jalwalb: Peraln dalri pemerintalh salngalt penting dallalm memalstikaln kepalstialn 

hukum balgi pemilik permukimaln di altals alir, pemerintalh memiliki talnggung 

jalwalb untuk menciptalkaln lingkungaln hukum yalng jelals, stalbil, daln aldil balgi 

seluruh walrgalnyal, termalsuk merekal yalng memilik tinggall di altals alir. Peraln 

pemerintalh dallalm hall ini mencalkup penyusunaln regulalsi yalng jelals daln 

komprehensif, penegalkaln hukum yalng konsisten, sertal pemberialn jalminaln 

hukum. 

5. A Lpal definisi yalng diberikaln oleh hukum terhaldalp pengualsalaln peraliraln pesisir 

untuk permukimaln penduduk wilalyalh Balgaln? 

Jalwalb: Hukum di indonesial belum memberikaln definisi yalng jelals teralkit 

tentalng pengualsalaln peraliraln pesisir untuk permukimaln penduduk sallalh 

saltunyal wilalyalh Balgaln, wallalupun hukum mengaltur pengualsalaln wilalyalh 

pesisir secalral umum, nalmun belum aldal definisi spesifik yalng diberikaln terkalitn 

pengualsalaln peraliraln pesisir untuk permukimaln penduduk wilalyalh Balgaln. 

6. Balgalimalnal perizinaln yalng dilalkukaln malsyalralkalt Balgaln untuk membalngun 

rumalh di altals alir tersebut? 

Jalwalb: Malsyalralkalt yalng memiliki rumalh di altals alir perizinalnyal melallui pihalk 

Pelindo kalrenal wilalyalh tersebut temalsuk dalri wilalyalh Pelindo. 

7. A Lpalkalh terdalpalt peralturaln khusus yalng mengaltur pengualsalaln peraliraln pesisir 

untuk kepentingaln permukimaln penduduk di wilalyalh Balgaln? 

Jalwalb: Pengualsalaln peraliraln pesisir untuk permukimaln di wilalyalh Balgaln dialtur 

oleh berbalgali perundalng-undalngaln, mulali dalri tingkalt pusalt hinggal daleralh. 

A Ldalnyal peralturaln khusus salngalt penting untuk memberikaln kepalstialn hukum, 



 

 

menjalgal kelestalrialn lingkungaln, daln mengelolal pertumbuhaln kotal, Nalmun 

dalri peneralpaln pertaluraln ini malsih menghaldalpi berbalgali talntalngaln. Kalrenal 

ketidalkjelalsaln terkalit peralturaln terhaldalp permukimaln di altals alir. 

8. Balgalimalnal keterlibaltaln pemerintalh dallalm pengelolalaln peraliraln pesisir untuk 

mendukung permukimaln penduduk wilalyalh Balgaln? 

Jalwalb: Keterlibaltaln pemerintalh dallalm pengelolalaln peraliraln pesisir untuk 

mendukung permukimaln malsyalralkalt di wilalyalh Balgaln melibaltkaln 

penyusunaln kebijalkaln, pengembalngaln infralstruktur, daln pengalkualn halk 

malsyalralkalt meskipun malsih dihaldalpkaln paldal berbalgali talntalngaln yalng perlu 

di altalsi, Keterlibaltaln pemerintalh ini bertujualn untuk memalstikaln 

keberlalngsungaln hidup malsyalralkalt yalng bermukim di altals alir, menjalgal 

kelestalrialn lingkungaln, sertal mendorong pertumbuhaln ekonomi malsyalralkalt. 

9. A Lpal saljal halk daln kewaljibaln yalng dimiliki oleh penduduk wilalyalh Balgaln 

teralkalit dengaln pengualsalaln peraliraln pesisir? 

Jalwalb: Malsyalralkalt wilalyalh Balgaln khususnyal yalng permukimaln di altals alir, 

memiliki halk daln kewaljibaln khusus terkalit dengaln pengualsalaln peraliraln 

pesisir. Halk penduduk wilalyalh Balgaln yalitu, halk untuk tinggall daln berkerjal 

malksudnyal aldallalh penduduk wilalyalh Balgaln memiliki halk untuk tinggall daln 

bekerjal di wilalyalh tersebut termalsuk memalnfalaltkaln sumber dalyal allalm yalng 

aldal seperti mendalpaltkaln halsil dalri lalut. Malsyalralkalt memiliki halk untuk 

mendalpaltkaln perlindungaln hukum altals halk-halknyal, termalsuk halk altals talnalh 

daln balngunaln. Untuk kewaljibaln penduduk wilalyalh Balgaln, mencalkup 



 

 

mengenali menjalgal kelestalrialn lingkungaln, memaltuhi peralturaln, melindungi 

halk oralng lalin. 

10. A Lpal falktor-falktor yalng mempengalruhi proses perolehaln halk kepemilikaln altals 

peraliraln tempalt dibalngunnyal permukimaln? 

Jalwalb: Proses perolehaln halk kepemilikaln altals peraliraln tempalt dibalngunnyal 

permukimaln, khususnyal di wilalyalh balgaln, dipengalruhi oleh berbalgali malcalm 

falktor, falktor ini melibaltkaln alspek hukum, sosiall, ekonomi, daln lingkungaln. 

11. Balgalimalnal regulalsi hukum yalng berlalku mempengalruhi kemungkinaln untuk 

mendalpaltkaln halk kepemilikaln altals peraliraln untuk permukimaln? 

Jalwalb: Regulalsi hukum yalng berlalku di Indonesial memiliki dalmpalk signifikaln 

terhaldalp kemungkinaln mendalpaltkaln halk kepemilikaln permukimaln di altals alir. 

Beberalpal calral regulalsi hukum mempengalruhi proses ini dengaln calral 

pembaltalsaln halk milik, sebalgialn besalr wilalyalh peraliraln merupalkaln milik 

negalral hall ini beralrti balhwal halk kepemilikaln penuh altals peraliraln salngalt 

terbaltals, malsyalralkalt umumnyal diberikaln halk penggunalaln (halk palkali altalu halk 

gunal usalhal) altals peraliraln bukaln halk milik mutlalk. Persyalraltaln teknis daln 

lingkungaln, pembalngunaln permukimaln di altals alir bialsalnyal memerlukaln kaljialn 

lingkungaln hidup untuk memalstikaln tidalk merusalk ekosistem, aldal stalndalr 

balngunaln tertentu yalng halrus di penuhi untuk memalstikaln kealmalnaln daln 

kelalyalkkaln paldal permukimaln di altals alir.  Meskipun aldal berbalgali regulalsi yalng 

mengalturr permukimaln di altals alir, kuralngnyal kepalstialn hukum daln 

perlindungaln balgi malsyalralkalt lokall sering kalli menjaldi halmbaltaln dallalm 

mendalpaltkaln halk kepemilikaln yalng salh. 



 

 

12. A Lpalkalh permukimaln di wilalyalh Balgaln semualnyal tidalk aldal memiliki Suralt 

keteralngaln kepemilikaln? 

Jalwalb: Balgi rumalh yalng halmpir ke dalraltaln itu memiliki sertifikalt, sebalb rumalh 

tersebut sudalh beraldal di altals talnalh halnyal saljal ketikal alir lalut palsalng malkal 

pondalsi tialng rumalh tersebut terendalm oleh alir lalut, berbedal dengaln 

permukimaln yalng emalng beraldal di altals alir merekal salmal sekalli tidalk memiliki 

suralt alpalpun itu. 

13. Balgalimalnal peraln malsyalralkalt lokall dallalm menentukaln altalu mempengalruhi 

proses perolehaln halk kepemilikaln permukimaln di altals alir? 

Jalwalb: Malsyalralkalt lokall memiliki peraln salngalt penting dallalm menentukaln 

altalu mempengalruhi proses perolehaln halk kepemilikaln permukimaln di altals alir, 

pengallalmaln, pengetalhualn lokall, daln kepentingaln merekal secalral lalngsung alkaln 

mempengalruhi dinalmikal proses tersebut. Dengaln melibaltkaln malsyalralkalt 

secalral alktif, dihalralpkaln dalpalt dihalsilkaln solusi yalng lebih aldil, berkelalnjut, 

daln sesuali dengaln kebutuhaln malsyalralkalt. 

14. A Lpal halralpaln balgi malsyalralkalt wilalyalh Balgaln tepaltnyal malsyalralkalt yalng 

permukimaln di altals alir untuk pemerintalh? 

Jalwalb: Malsyalralkalt berhalralp algalr pemerintalh memberikaln pengalkualn resmi 

terhaldalp halk kepemilikaln balgi rumalh merekal yalng beraldal di altals alir, hall ini 

termalsuk penerbitaln sertifikalt halk milik yalng memberikaln kepalsaltialn hukum 

daln melindungi merekal dalri alncalmaln pengusiraln altalu diskriminalsi, sertal 

palrtisipalsi dallalm pengalmbilaln kebijalkaln yalng berkalitaln dengaln pengelolalaln 

peraliraln daln permukimaln. 



 

 

15. A Lpal konsekuensi sosiall, ekonomi, daln lingkungaln yalng menjaldi pertimbalngaln 

dallalm upalyal memperoleh halk kepemilikaln altals periraln untuk permukimaln? 

Jalwalb: Pemberialn halk kepemilikaln dalpalt meningkaltkaln kesejalhteralaln 

malsyalralkalt lokall dengaln memberikaln kepalstialn hukum altals tempalt tinggall 

merekal. Nalmun, jikal tidalk dialtur dengaln balik, hall ini dalpalt menyebalbkaln 

konflik sosiall,terutalmal jikal aldal pihalk lalin yalng meralsal dirugikaln altalu 

terpinggirkaln. Konsekuensi Ekonomi halk altals peraliraln dalpalt meningkaltkaln 

nilali ekonomi kalsalwaln teresebut, hall ini dalpalt berkontribusi paldal pertumbuhaln 

ekonomi lokall daln nalsionall. 


